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ABSTRAK

Thesis ini mengambil judul" KEBERATAN DAN BANDING ATAS PAJAK
PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PERMASALAHAN
PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP) DI INDONESIA.
Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah-:
Kurang jelasnya tata cara dan pelaksanaan Keberatan pada
Direktorat Jenderal Pajak; Kurang jelasnya tata cara dan
pelaksanaan Banding pada Majelis Pertimbangan Pajak dan
Bagaimanakah pembentukan Badan Peradilan Pajak di Indonesia ?
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tata cara dan
pelaksanaan keberatan; menganalisis tata cara dan relaksanaan
banding dan menganalis permasalahan pembentukan Badan
Peradilan Pajak. : . _
Metode yang digunakan dJdalam penelitian ini adalah: pada
permasalahan pertama dan kedua, maka pendekatan masalahnvya
menggunakan metode kwalitatif. Sedangkan jika dilihat dari
sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian diskriptif
vakni suatu penelitian untuk menggambarkan +tata cara dJan
pelaksanaan keberatan dan banding. Sedang data yang digunakan

adalah data primer, yvang berasal dari Direktorat Jenderal

Pajak dan Majelis Pertimbangan Pajak, serta Wajib Pajak yang
mengajukan keberatan/ banding sebagai pembanding. Sedangkan
data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan . Untuk
analisa data, menggunakan metode interaktif. Sedangkan dalam

‘permasalahan yang ketiga, termasuk penelitian hukum normatif

dengan menggunakan sumber data sekunder/ kepustakaan dan
dokumen-dokumen sebagai sumber datawi‘®Sedangkan analisa data
dilakukan secara interpretasi secara sistematis dan hasilnya
dipaparkan sampai taraf diskriptif. '

Setelah diadakan penelitian maka, ditemukan data: Wajib Pajak
belum banyak mengetahui tata cara pengajuan Keberatan dan
Banding . Sedang dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak vyang
mengajukan Keberatan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan
Nilai pada tahun 1995 meningkat dibandingkan tahun 1994 s hal
ini disebabkan oleh kurangnya tingkat pengetahuan Wajib Pajak
tentang dasar pengenaan pajak dan semakin tajamnya konflik
antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak.

Jika Wajib Pajak belum puas +terhadap putusan keberatan

tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan Banding yang diajukan
ke Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak di Jalan Cut Meutia
Nomar 7 Jakarta. Wajib Pajak yang mengajukan banding tahun
1995 menurun, jika dibandingkan tahun 1994. Hal ini disebab-
kan Wajib Pajak puas terhadap putusan keberatan dan makin
menurunnya konflik antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak.

Perlunya segera dibentuk Badan Peradilan Pajak untuk menyele-
saikan . sengketa perpajakan di Indonesia. Pembentukan BPP
menimbulkan kendala, apakah BPP ditempatkan pada Badan
Peradilan Umum ataukah ditempatkan pada badan peradilan
Khusus. '

Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah : perlu adanya
penyuluhan tentang keberatan dan banding; perlu adanya per-
aturan tentang batas waktu penyelesaian banding;
Pembentukan BPP dapat dilakukan dengan cara kebijaksanaan
publik ;dan atau menggunakan Pasal 13 UU Nomor 14 tahun 1970.
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ABTRACK

The thesis was entitled "KEBERATAN DAN BANDING ATAS . PAJAK
PENGHASILAN DAN PAJAX PERTAMBAHAN NILAI SERTA PERMASALAHAN
PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP) DI INDONESIA."
(OBJECTIONS AND APPEALS TO INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX AS
WELL AS THE PROBLEMS OF THE ESTABLISHMENT OF JUDICIAL BODY FOR

‘TAXION IN INDONESIA).

The problems chosen for the research were: The wbhscurity in
the procedures and the handling of Objections in the
Directorate General for Taxion; The obscurity in the

-procedures .and the handling of Appeal in the Tax Advisory

council and how was the establishment of Judicial Body for
Taxion in Indonesia?. :

The purposes of the research were to analyze the prosedures
and the handling of Cbjections; to analyze the procedures and
the handling of Appeal and to analyze the problems concerning
the forming of Judicial Body for Taxion. :

The method applied to the research was: qualitative method for
the first and the second problems, and it is a descriptive
research, i.e.. a research carried out to discribe the
procedures and the handling of Objections and Appeal. The data
used for the research were the primary data, taken from
Directorate General of Taxion and the Tax advisory Council as
well as from the Taxpayers putting forward their Objections
and Appeals for comparisons. While secondary data were taken
from library sources. To analyze the data, it used interactive
method. For the third problem, as it belonged to normatif
legal reseach, it used secondary data/library sources and the
document as primary data. The data analyze was interpreted
sistematically and then presented up to descriptive level.-
The research resulted in the following findings: The Taxpayers
did . not know muct about the procedures of how to put forward
Objections and Appeal. Whereas in the handling of them, the
Taxpavers putting forward objections to Income tax and Value
Added Tax during 1995 increased as compared to 1994. 1It, was
caused by insuffient information for the Taxpayers about the
constitusional reference of tax obligation and sharp conflicts
between Taxpayers and the Director general of Taxion.

If the Taxpayers were not satisfied by the verdict for the
Objections, they may Appeal through the Secretariat of the Tax
advisory Council on jalan Cut Meutia No.7 Jakarta. The
Taxpayers proposing Appeal during 1995 decreased as compared
to 1994. It was because the Taxpayers were satisfied by the
verdict for the objections and decreased in conflict between
the Taxpayers an the Director general of Taxion. ‘
The establishment of Judicial Body for Taxion (BPP) was urgent
for settling iconflicts concerning taxions in Indonesia. - the
establishment come across difficulties whether it should
belong to Public Judicial Court or to Particular Judicial
Body. ‘

The recommendation of the research were: That it necessary to
give guidance about Objections and Appeal; it is necessary to
establish rules about the deadline of Appeal settlements; the
establisment of Judicial Body for Taxion (BPP) can be realized
by means of public policy; or reffering to Article 13 of UU
{constitusion) No.14,1970. ‘ L
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BARB I

PENDAHULUAN

A. Latar_Belakang Masalah
‘Pajak adalah sumber pendapatan yang sangat penting bagi
suatu negara Sumber pendapatan negara tidak hanya terbatas
pada pajak, tidak satupun negara pada saat ini yang membiayai
pembangunannya hanya menggantungkan pada hutang luar negeri,
tetapi 1lebihn menggantungkan sumber pendapatan dalam negeri.
Sebagian besar pendapatan dalam negeri adalah berupa pajak
dalam artian luas, baik yang langsung maupun tidak langsung.
Pajak tidak hanya berfungsi sebaga1 sumber dana
pemerlntah tetapl juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur
perekonomian. Kebijaksanaan perpajakan yang efektif dapat ]
berperan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan inflasi.
Kebijaksanaan rerpajakan tersebut, mempﬁnyai bperanan penting
dalam keadilan sosial,alokasi sumber—sumber} distribusi
pendapatan dan akumulqsi modal. Lebih dari itu, lkebijaksanaan_
perpajékan tersebut dapat berpéfan untuk mehdidik rakyvat
berkesadaran politik dan bernegara. Manifestasi dari kesadaran
berpolitik dan bernegara adalah kerelaan berkorban untuk
kepentingan negara, salah satunyé adalah kerelaan membayar
pajak. ( Sulaiman Abdullah, dalam B. Wiwoho, 1991 196 ) -
Suatu negara yang sedang membangun (developing

contries) seperti Indonesia, peranan pajak sangat besar.




Dengan pajak, pemerintah dapat meningkatkan tabungan
Pemerintah (Public Saving). Peningkatan penerimaan-pajak‘dapat
dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk itu,
Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijaksanaan perpajakan
sebagai pengganti dari beberapa Verponding Ordonantieu dalam
bentuk pembaruan hukum dan administrasi perpajakan. Kebijaksa-

‘naan itu meliputi: Perbaikan dan penertiban aparatur dan

administrasi pajak; Penertiban penerangan hukum pajak (law

enforcemgntj; Perbaikap pelayanan dan pemupukan kesadaran dari
wajib Pajak:; Pencarian wajiblpajak baru,l'dengan- kerjasama
. serta bantuan aparat peherintah vang lain dan 6rganisasi
swasta. |

Hal ini sesuai dengan amanat Géris-garis Besar Haluan
Negara tahun 1993 yang menyatakan bahwa:" Untuk meningkatkan
penerimaan negara dari berbagai sumber, terutama di luar
minyak dan gas bumi, maka pelaksanaan sistem perpajakan terus
disempurnakan dengan‘mgmperhatikan'asas keadilan, kemampuan
dan manfaat. Daiam hubungan ini, kesadaran masyarakat uﬁtuk
membayar ﬁajak,terus ditingké£kan, prosedur perpajakan -'ferus

disempurnakan dan aparatur perpajakan harus makin mampu dan

bersih. Kebijakasanaan pemerintah perlu diarahkan agar makin

mendorong pendayagunaan dah pengembangan sumber daya manusia
‘dan sumber alam, merangsang kegiatan ekspor dan perekonomian
pada umumnya, serta membantu terlaksananya pola hidup

sederhana. Untuk itu, semua jenis pungutan dan prajak harus




didasarkan atas peruﬁaang-undangan".

Sesuai dengan amanat GBHN, Indonesia pada tahun 1994
telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundahg—undangén
dalam bidang perpajakan. Peréturan perundangan tersebut
adalah Undang-undang nomor 9 . tahun 1994 téntang perubahan atas
Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara' Perpajakaﬁ; Undang-undang Nomor 10 tahun 1994
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 +tahun 1953
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-
undang nomof 7 tahun 1991; Undang-undang Nomor 11 tahun 1994
tentghgl perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak
Penjuaian Atés Baréng Mewah serta Undang—undang Nomor 12 tahun
1994 tentang pérubahan atas Undang-undang Nomor 12 téhun
1985 tentaﬁg Pajak Bumi dan Bangunan; Keempat peraturan ﬁerun—
dangan fang berkaitan dengan perpaiakan tersebut mulai

berlaku sejak 1 Januari 1995,

Keberhasilan negara untuk memungut pajak, diharapkan.

dapat meningkatkan benerimaan negara setelah menurunnya
penerimaan negara dari minyak dan gas bumi. Namun yang harus
diingat dalam upaya memungut pajak dari Wajib Pajak adalah
"ketelitian dan kebenaran administrasi dari negara (fiskus),
hal ini berkaitan dengan adanya upaya dari Wajib _Pajak vang
tidak menerima atéu tidak puas atas Surat Xetetapan Pajak

Kurang Bayar (surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah




pajak vyang terutang, jumlaﬁ kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokdk' pajak, besarnyé sanksi adminis£rasi daﬁ‘
jumlah yang masih harus dibayar) ; Surat Ketetapan Pajak
Kurang . Bayar Tambahan { surat keputusan yang menentukan
tambahan atas Jumlah Pajak yang telah ditetapkan} ; Surat
jumlah keleblhan Pembayaran pajak karena kredit pajak leblh
besar dari pajak yvang terutang) ; Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar (surat keputusan yang menentukan tambahan gtas- jumlah
pajak yang ditetapkan) ; Surat Ketetapan Pajak Nihil (surat
keputusan - yang “menentﬁkan'jumlah pafak.yang terutang ‘sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tldak terutang-
-dan tldak ada kredit pajak) dan Pemotongan atau pungutan oleh
pPihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan Perpajakan.

Bilamana Wajib Pajak, kebe;atan atas lSurat Ketetapan
Pajak = yang telah ditetapkan atasnya, maka pada tingkat
pertama wajib pajak dapat ‘mengajukan keberatan kepada Xantor
Pelavyanan Pajak (KPP) Yang menerbitkan surat ketetapan
tersebut. Kepﬁtusaﬁ atas keberatén teréebut diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat keberatan itu,
atau mungkin juga diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak
tergantung pada tingkatan de%egasi wewénané yang diberikan
oleh Direktur Jenderal Pajak. ( Malimar, 1995:3 ).

Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 9 +tahun 1994

dinyatakan bahwa :




(1) wajib pajak dapat mengajukan . kebératan hanya kepada

(2)

(3)

(4)

(5)

Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak KurahQ'Bayar

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

€. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil

e. Pemotongan atau‘ pemungutan oleh pihak ketiga

berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam - bahasa

-Indonesia dengan mengemukakan‘jumiah péjak terutang atau

~“Jjumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi -

menurut perhitungan wajib pajak déngan disertai alasan-

" alasan vang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan
sejak tanggal surat, tanggal pemotongan, atau pungutan,
kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa iangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasannfg.

Keberatan yang tidak memenﬁhi pPersyaratan sebagai dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat
keberatan, sehingga tidak diperhitungkan.

Tanda. penerimaan surat keberatan vyang diberikan oleh
pejabat Direktorat Jenderal Pajak vang ditunjuk untuk itu
étau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos

tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan




tersebut bagi kepentingan wajib pajak.

(6) Apabila  diminta oleh wajib pajak  untuk keperluan
keberatan, Direktur Jenderal Pajak, wajib memberikan
keterangan secara tertulis_hal—hal Yang menjadi dasar
pengénaan pajak, perhitungan rugi, pemotongan "atau
premungutan pajak.=

(7) Pengajuan keberatan itu tidak . Imenunda kewajiban
membayar pajak dan peiaksanaan penagihan pajak.

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 25 Uy No. 9 tahun

1994 tersebut, maka upaya keberatan dari wajib pajak dapat

diselesaikan secara intérnal yakni ditujukan kepada Direktur

Jenderal Pajak.

Keputusan 'Direkfur Jendefél Pajak dapat berupa
menerima selqruhnya, menerima sebégian, akan_tetapi juga dapat
menolak atau bahkan menambah besarnya pajak yang terutang.

Wajib Pajak yang belum puas/tidak menerima atas putusah
Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan itu, dalam tempo 3
bulan terhitung sejak‘ditetapkan keputusan Direktur Jenderal
Pajak Itersebut, dengan 'dilaﬁpiri salinan Sﬁrat Keputusan
Kantor Pelayanan Pajak atau Direktur Jenderal Pajak, dapat
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) di
Jakarta. o |

Hal ini sesuai dengan pasal 27 UU No. © tahun 1994 yang
bérbunyi: N |

(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan




peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yvang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Sebelum badan peradilan péjak sebagai dimaksud pada  ayat
(1) dibentuk, rPermchonan banding diajukan kepada Majelis
Pertimbangan Pajak, yang putusannya bukan merupakan
keputusan Tata Usaha Negara.

(3) Permohonan sebégaimana yang dimaksud pada ayat {1)

| diajukan secara tertulis dalam béhasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas dalam waktu 3 bulan sejak keputusan
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan

tersebut.

(4) Putusan badan peradllan pajak merupakan putusan akhir _danr
bersifat tetap. |

(5) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban
memﬁayar pajak'dan pelaksanaan penagihan pajak. |

(6) Susunan, kekuasaan dan acara badén'peradilan Qajak'sebagai

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

bari pasal ﬁersebut dinyatakan bahwa upaya banding
dapat diajukan kepada badan peradilan pajak ’ diména " sebelum
badan tersebut dibentuk maka banding dapat dlajukan kepada
Majells Pertlmbangan Pajak. |
Dari Pasal 25 dan Pasal 27 yang mengafur keberatan dan banding
timbul suatu masalah baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus.

Untuk iﬁu, penulis ingin menelaah masalah-masalah vang
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berkaitan dengan . pengajuan dan 'pelaksanaan keberatan, dan
masalah-masalah yang berkaitan dengan pengajuan dan pelaksa-
naan banding pada Majelis pertimbangan Pajak, serta masalah-

masalah dalam pembentukan badan peradilan pajak sebagai

‘pelaksanaan Pasal 27 ayat (2} dan (6) yang mengatur tentang

badan peradilan 'pajak dan ketentuan tentang | susunan,
kekuasaan, dan acara badan peradilan pajak sebagai suatu badan

yang menyelesaikan sengketa pajak di Indonesia.

Permasalahan

1. Jika Wajib Pajak berpendapat bahwa, jumlah pajak yvang
didasarkan atas Surat Ketetapan Pajak— tidék sebagaimana
mestinya, dalam hal ini maka wéjib Pajak tesebut dapat
mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang
menjadi permasalahan adalah‘ kurang jelasnya tata cara
pengajuan dan pelaksanaan keberatan pada Direktur
Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak.

2. Jika Wajib Pajak belum puas/ belum menerima atas = putusan
'keberatan dari Direktur Jenderal'Pajak,.maka' pada tahap
berikutnya, Wajib Pajak tersebut dapat mengajukan banding
atas keberatan tersebut kepada 'Majelis Pertimbangan
Péjak. Yang menjadi permasalahan adalah kurang jelasnya
tata cata pengajuan dan pelaksanaan banding atas keberatan
pada Majelis Pertimbéngan Pajak bagi Wajib Pajak.

3. Sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) dan ayat (6) UU




Nomor 9 +tahun 1994, maka akan dibentuk Badan Peradilan
Pajak yagg susunan, kekuasaan daniacaranya diatur 'dengan
undang—qndang. Yang menjadi Permasalahan adalah bagaimana-
kah pembentukan Badan Peradilan Pajak‘ sebagai badan yang
menyelesaikan sengketa dalam'bidang perpajakén Indonesia 2.

Untuk menghindari‘ penulisan yang‘ tidak relevan dan
menyimpang dengan permasalahan dalam penulisan‘ini, maka
penulis hanya akan membatasi permasalahan pada jenis pajak

penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta

ketentuan yang terkait deﬁgan peraturan yang berlaku.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan bermasalahan di atas, maka penelitian ini

mempunyai 3 tujuvan utama, sebagai berikut:

1.

Untuk menganalisis tata cara dan pelaksanaan keberatan

pada Direktur Jenderal Pajak,

" Untuk menganalisis tata cara dan pelaksanaan banding pada

Majelis Pertimbangan Pajak.
Untuk menganalisis permésalahan pembentukan badan peradilan
pajak sebagai badan yang menyelesaikén sengketa perpajakan

di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1.

Adapun kegunaan vang diharapkan dari penelitian ini:

Hasil penelitian ini sebagai masukan, bagi Direktur




3.
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Jenderal Pajak  untuk mengambil strategi dalam. bidahg-
berpajakan. -

Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan'
dibidang Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya, dan Hukum

Pajak khususnya.

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah

kepustakaan dibidang karfa ilmiah,.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapaij tujuan penélitiéﬁ vang pertama yvaitu

menganalisis tata cara dan pelaksanaan keberatan pada

Direktur Jenderal Pajak, maka metode yéng digunakan adalah:

1.

Pendekatan Masalah.

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka
penelitian ini menggunakan meéode penelitian kﬁalitatif,'
dengan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (Sosio
iegal research). Métode ini digunakan dengaﬁ beberapa
pertimbanganlyaitu: Pertama, menyesuaikan dengan kenyataan
ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat
hubungan antara pPeneliti _dengén responden, dan ketigé
metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan banyak
penajaman pengaruh bersama terhadap poia—pola nilai vyang
dihadapi. ( Lexi.J.Moleong, 1994:5 )

Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis, . digunakan untuk
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menelaah hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum daiam
melihatlbekerjanya hukum dalam.kenyataan.

Bila ditinjau dari sudut sifatnya, maka penelitian ini
termasuk jenis penelitian diskriptif, yaitu suatu peneli-
tian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap
ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku
kelompok serta menentukan suatu gejala, penelitian ini

tanpa didahului hipotesis.( Ronny Hanityo Soemitro,

1982:15) .

Dalam pene;itian diskriptif, kegiatan tidak hanya terbatas

pada pengolahan data dan penyusunannya, akan tetapi vyang
lebih penting adalah analisa dan interpretasi atas data

vang telah didapat tersebut agar dapat diketahui maksudnya.

-Dalam pelaksanaannya penelitian ini, merupakan suatu

penelitian lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat

memecahkan permasalahan tata cara dan pelaksanaan

keberatan .

Metode Pengumpulan Data.
a. Jenis Data
Dalam pénelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis
data yaitu:
1). Data Primer
Data primer adalah, data yang langsung diperoleh

dari lapangan, yaitu data vang didapat dari kantor
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Direktorat'ﬁenderal.Pajak.
2). Data Sekunder
Data Sekunder adalah, data vyang diperoleh tidak
langsung aari lapangan, melainkan diperoleh dari
studi kepustakaan. dan dokumen yang ada kaitannya‘
dengan masalah yang diteliti ( Soerjono Sbekanto dan
Sri Mamudji, 1985:14 ). |
b. Sumber Data
Mengingat sumber data utama délam penelitian kualitatif
4 adalah katé—kata dan tindakan, selebihnya-  adalah data
tambahan berupa dokumen dan lainnya.( Nunung Muhéjir,
1993:47 ). Maka, sumber data primer dalam penelitian ini
adalah Direktur Pajak Penghasilan, Direktur Pajak
Pertambahan Nilai, 3 staf Direktur Pajak Penghasilan dan
Pajak Pertambahan Nilai, Kasubdit Dokumentasi Peratu-
ran Perpajakan dan Bantuan Hukum. Disamping itu, untuk
mendapatkan data silang (pembanding), maka data
primer juga diambil dari 50 Wajib Pajak yéng mengajukan
keberatan. '
Sedangkan sumber data sekunder berupa bahan-bahan
pustaka, seperti literatur hukum dan non hukum,himpunan
peraturan perundéng—undangan,jurnal atau buletin ilmiah,
majalah, serta hasil-hasil penelitian vyang berkaitan
dengan keberatan.

c. Cara Pengumpulan Data
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Hengingat ciri khas penelitian kﬁalitatifltidak dapat
dipisahkan dari pengamatan berperan serta,‘namun peranan
peneliti yang menentukan seluruh skenarionya. ( Lexi.
J.Moleong, 1994:117 ). Dengan demikian, maké cara yang
dipergunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara/
interview dan rengamatan/observasi.

Metode Wawancara adalah cara untuk mempeféleh informasi
dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai, baik
dengan pertanyaan yang +terbuka maupun' peftanyaan
tertutup. Sedangkan metode observasi atau pengamatan
yang digunakan adalah Non Participan; observation/
pengamatan tidak terlibat. ( Miller, 1983:63 ). |
Dalam melakukan observasi ini, menurut Sanapiah' Faisal

setidak-tidaknya meliputi 3 elemen utama penelitian

‘ yvaitu:

1). Lokasi/tempat suatu situasi scosial itu berlangsung;

2). Manusia-manusia perilaku atau aktor vyang menduduki
status/posisi tertentu dan memainkan peran-peran
terfentu;

3). Kegiatan atau aktifitas para pelaku 'pada lokasi
/tempat berlangsungnya suatu ; situasi sosial
(Sanapiah Faisal,1990:77 ).

Sedangkan untuk memperoleh data 'sekunder, dilakukan

dengan cara studi kepustakaan dengan membaca dan

. menyeleksi bahan—bahan'pustaka vang berhubungan dengan
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keberatan .

3. Metode Analisis.

Setelah data selesai dikumpulkan dan lengkap, 'tahap-

berikutnya yang harus dimasuki adalah tahap analisa data,
sehingga data tersebut dapat menjawab segaia Permasalahan
yang mendasari diadakannya penelitian. Pengertian
dianalisis,’ dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan
penginterpretasian secara iogis sistematis dengan

pendekatan yuridis sosiologis. Logis sistematis menuju pada

cara berfikir vyang deduktlf—lnduktlf dan menglkutl tata

tertib dalam penullsan laporan penelltlan ilmiah, sedangkan

yang dimaksud pendekatan yurldls sosiologis adalah untuk

menjelaskan masalah-masalah yYang diteliti dengan hasil

penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengan pératuran
hukumnya, ' serta melihat kehldupan atau kenyataan sehari-
hari dalam praktek. _

Kemudlan menglngat data yang terkumpul éaalah kwalitétif,
maka analisis data yang digunakan analisis kwalltatlf
dengan metode interaktif. Dengan demlklan data yang terkum—
pul akan dapat dianalisis melalui 3 tahap vyaitu memilih
data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan. Kegiatan
tersebut terﬁs'ﬁenefus, diulang-ulang séhingga membentuk
siklus yang memungkinkan menghasilkan kesimpulan akhir yang

memadai. ( H.B.Sutopo, 1991:7 )
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Sedang untuk mencapai tujuan penélitian yang kedua,

vakni menganalisis tata cara dan pelaksanaan banding pada

Majelis Pertimbangan Pajak, maka metode yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah.

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka
penelitian ini menggﬁnakan metodé penelitian kwalitatif,
dengan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (Sosio
legal research).

Bila " ditinjau- dari sudut'sifatnya, maka penelitian - ihi
termasuk Jjenisg penelitian'diskriptiff'yaitu suatu peneli-
tian ‘vang .bertujuan untuk menggambarkan 'éecara lengkap
ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku
kelompok serta menentukan suatu gejala.' Dengan demikian,

penelitian ini dapat memecahkan permasalahan tata cara dan

pelaksanaan banding perpajakan.

2. Metode Pengumpﬁlan Data
a. Jenis Data.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis
data vaitu:
1). Data Primer
Data primer adalah data yané-iangsung diperoleh dari
lapangan, yaitu. data vyang didapat dari kantor

Majelis Pertimbangan Pajak.




b.
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2). Data Sekunder ' oo
Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak
llangsung dari Jlapangan. melainkan diperoleh dari
stﬁdi kepustakaan dan dokumen, yang ada kaitannya
dengan banding perpajakan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah: Kepala Majelié

Pertimbangan Pajak; Sekretaris Majelis Pertimbangan

Pajak; Kepala Bagian Umum pada kantor Majelis

Pertimbangan Pajak;  Kepala Bagian-‘ Persiapan dan .

Penyelesaian Perselisihan Pajak. Disamping itu, untuk

mendapatkan data silang (pembanding), maka data primer
juga diambil dari 30 Wajib Pajak vang mengajukan
banding.

Sedangkan sumber data sekunder berupa bahan-bahan
pustaka, seperti literatur hukum dan non hukum,
himpunan peraturan perundang-undangan, jurﬁal atau
buletin dilmiah, serta - hasil—hésil penelitian' yéng
berkaitan dengan bénding perpajakan.

Cara Pengumpulan Data

Cara vang dipergunakan dalam pengumpulan data primer
adalah wéwancara {interview) dan pengamatan (observasi}.
Sedangkan untuk mengumpulkaﬁ data sekunder, dilakukan

dengan cara studi kepustakaan, dengan cara membaca dan
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menyeleksi bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan

banding .

3. Metode Analisis

Mengingat data yYang terkumpul adalah kwalitatif, maka
analisis data Yang digunakan analisis kwalitatif dengan
metode interaktif, Dengan demikian, data yang terkumpul
akan dapat dlanallsls melalui 3 tahap yaitu memilih data,
menyajikan data, serta menarlk kesimpulan. Kegiatan terse-
but terus menerus, diulang—ulang sehingga membentuk -siklus

yang memungkinkén menghasilkan kesimpulan.

Sedangkan untuk mencapai tujuan penelitian yang ketiga,
yaitu mengidentifikasi permasalahan pembentukan badan peradi-~
lan pajak, maka metode yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Masaiah.
Berdasarkan masalah -dan  tujuan penelitian diatas , maka
- penelitian ini termasuk Penelitian hukum normatif. - Dalam
pelaksanaanhya, penelitian ini merupakan suatu penelitian

kepustakaan.

2. Metode Pengumpulan Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang
berupa bahan-bahan pustaka seperti literatur hukum dan

non hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, jurnal

~
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atau .buletin ilmiah, majalah, surat kabar, serta hasil-
hasil Penelitian Yang berkaitan dengan badan bPeradilan
Pajak. Himpunan Peraturan Perundangnundangan Yyang berkaitan
adalah Stb 1927 No. 29 Junto UU No.5 tahun 1959 tentang

peraturan Banding Perpajakan; yy No. 14 tahun 1970 tentang

Ketentuanmketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; U0 No. 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan'UU No. ¢
tahun 1994 tentang_Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Peraturan pPerundangan tersebut dikumpulkan dengan metode

inventarisasi. Sedangkan data kepustakaan lainnya dikumpul-.

kan dengan menggunakan karty catatan, baik kartu kutipan

maﬁpuh kartu ihtisar.

Metode Analisis.

Setelah  data terkumpul, tindakan selanjutnya -adalah
mengolah data déﬁgan menggunakan pendekatan yang bersifat
abstrak teoritis dengan mencari, memilih dan menghimpun

peraturan perundangan'yang ﬁerkait ( Maria S.W. Sumardjonao,

1989:25 . Sedangkan analisa data, dilakukan dengan cara

interpretasi Sécara sistematis dan hasilnya dipaparkan

sampai taraf diskriptif.

- Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran'yang menyeluruh tentang isi

Penulisan ini, maka penulis perlu menyiapkan sistematika




penulisan

masing-masing bab dibagi menjadi sub-bab, ditambah

tesis ini, yang terdiri dari empat (4) bab.

daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

Adapun

kut:

BAB I

BAB I1I

BAE IIIX

e

" PENDAHULUAN

sistematika penulisan ini disusun sebagai

19

Dimana i

dengan

beri-

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah,

‘permasalahan, tujuan Penelitian, manfaat penelitian

dan metode yang digunakan dalam penelitian ini serta

sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Yang terdiri atas tiga sub-bab masing-masing:

Sub-~bab pertama tentang Tinjauan Umum Pajak.
Sub-bab kedua tentang Pajak Penghasilan

Sub-bab ketiga tentang Pajak Pertambahan
(PPN).

Sub-bab keempat tentang Banding.-

Sub~bab kelima fentang.Keberatan.;

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini dibagi menjadi tiga sub-bab:

Sub-bab pertama tentang tata cara dan pelaksanaan

keberatan.

Sub-bab kedua tentang tata cara dan pelaksanaan

banding

(PPh).

Nilai
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Penulisan tegig ini, yang terdiri dari empat (4) bab. Dimana

masing-masing bab dibagi menjadi sub-bab, ditambah dengan

daftar pustakg dan lampiran-lampiran.
" Adapun sistematika penulisan ihi disusun sebagai- beri-
kut:
BAB I : PENDAHULUAN
Seperti telah diuraikan di atas, maka bab inji di—
kemukakan latar belakang masalah, pefmasalahan,
tujuan Penelitian, manfaat benelitian dan metode

Yang digunakan dalam benelitian inj serta sistemati-

ka Penulisan.

. BaB 1 TINJAUAN PUSTAKA
|

Sub-bab Pertamg tentang Tinjauan Umum Pajak.
Sub-bab kedua tentang Pajak Penghasilanl (PPh}.
Sub-bab ketiga tentang Pajak Pertambahan Nilai
(PPN).
Sub-bab keempat tenténg Banding;‘
Sub-bab kelima tentang Keberatan.
BAB III . HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA
Dalam bab inj dibagi menjadi tiga sub-bab:
Sub-bab Pertama tentang tata cara dan pelaksanaan
keberatan.
Sub-bab kedua tentang tata cara dan pelaksanaan

banding
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Sub-bab  ketiga tentang permasalahan pembentukan

Badan Peradilan Pajak Di Indonesia

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri atas kesimpuian dan saran




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pajak
Ditinjéu dari sejarahnya, masalah pajak sudah ada
.sejak zaman dahulu kala, walaupun pada saat itu belum
dinamakan Pajak tetapi masih berupa pemberian yang bersifat'

suka rela dari rakyat kepada rajanva. Perkembangan -

selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifat

pemberiannya dipaksakan, dalam arti bahwa pemberian itu
bersifat wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh negara.
Dengan - kata lain, Pajak yang semula merupakan 5pemberién
berubah menjadi pungutan, hal ini wajar karena kebutuhan

- hegara akan dana semakin besar dalam .rangka untuk
memelihara kepentingan negara yaitu mempertahankan negara
dan melindungi rakyatnya dari seranQan mﬁsuh maupun untuk
melaksanakan pembangunan.

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan
pengertian atau definisi yang befbeda—beda mengenai pajak,
namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti
atau tujuan yang sama.

Menurut Rochmat Sumitro dalam bukunya "Dasar-

Dasar Pajak dan Pajak Pendapatan " menyatakan bahwa :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan
kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah)
berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada

21
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mendapat jasa timbal (tangen prestatie) yang ‘langsung dapat
ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai'pengeluaran
umum  (Publieke uitgaven). ( Rochmat Sdemitroc. 1977 : 22 )

Definisi diatas kemudian dikoreksi sendiri, dalam

bukunya: " Pajak dan Pembangunan" sebagai berikut :
"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada
kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "Surplus"
nya digunakan untuk "Public Saving" yang merupakan. sumber
utama untuk membiayai "Public Invesmen." { Rochmat

Scemitro, 1984 : 8 )
Sedangkan Anderson W.H, memberikan definisi: Tax is

a compulsory contribution, 1evied by the state upon persons

property income and privileges for purposes of defraying

the expences of goverment ( Anderébﬁi £951:21 } atau

paﬂak adalah peﬁbayaran yvang bersifat paksaan kepada negara

yang dibebankan pada pendapatan dan kekayaan seseorang yang
diutaﬁakan untuklmembiayai pengeluaran negara.

Dari definisi yang penulis sajikan 4i atas, maka
dapat diambil kesimpulan :

1. Pajak dipungut oleh negara (béik oleh pemerintah pusat
maupun pemexintah daerah) -berdasar dengan kekuatan
Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontra prestasi iﬁdividual oleh pémerintah {tidak ada
.hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan
kontfa prestasi secara individual).

3. Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah, bila
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dari‘pemasukann?a masih terdapat-"surplﬁs" dipergunakan
untuk membiayai "Public Investment”, sehingga tujuan
utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber
keuangan negara (budgetair{. .

4. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan
perbuatan yang memberikan kedudukan - tertentu  pada
seseorang.

Sedangkan Hukum Pajak adalah keseluruhan 'pératuran
yéng memberi wewenang kepada pemerintah wuntuk mengambil
kekavaan seseorang dan menyerahkannva kembali kepada
masyarakat dengan melalui kas negara. ( . Santoso
Brotodihardjo, 1989:2 ).

Hukum. Pajak memuat pula unsur-unsur Hukum Tata

Negara dan Hukum Pidana derngan cara Pidandnya. Dalan

lapangan hukum lain, unsur-unsur tadi tidak begitu tampak ,

juga peradilan administrasi diatur dengan sangat rapinya,

Oditambah dengan luasnya hubungan dengan kehidupan ekonomi,

maka dalam abad . ini banyak sarjana hukum dan sarjana -

ekonomi serté dan para cerdik pahdai lainya yang mencurah-
'kan perhatianya terhadap Hukum Pajak. |

Dalam Hukum Pajak terdapat pembagian jenis pajak yang
.dibagi dalam berbagai’ kelompok pajak. Cafa pengelompokan
pajak dapat didasarkan atas sifat-sifat tertentu, yang
terdapat dalam masing-masing pajak étau didasarkan pada

ciri-ciri tertentu pada setiap pajak, misalnya lembaga
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pemungutannya, cara penentuan pajak. Sifat atau ciri
tertentu  dimasukkan dalam suatu kelompok, sehingga
terjadilah pengelompokan atau pembagian sebagai berikut
a. Pembagian menurut golongannya terdiri dari -
1). Pajak Langsung, yaifu pajak-pajak yang harus dipikul
sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak
dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan
secara berulang-uiang rada waktu-waktu tertentu
(periodik) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau
Kohir_(tindasan Surat Ketetapan Pajak).
2). Pajak Tidak Langsung, yaitu suatu pajak yang pada
akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau

pihak lain.

b. Pembagian menurut sifétnya terdiri dari :

1). Pajak . Subjektif atau pajak yang bersifat per-
orangan, ~ yaitu pajak-pajak yang pemungutannya ber-
pangkal_ pada airi orangnya (Subjeknya), keadaan
diri Wajib éajak dapat mempengaruhi besar kecilnya
jumlah pajak yang harus dibayar.

2). Pajak Objektif.atau pajak yang bersifat Kebendaan,
yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada

objeknya, perbuatan dan kejadian yang dilakukan

mpep
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atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak

mengindahkan kediaman atau sifat subjeknya.

c. Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya (kewenangan
memungut) yang terdiri dari:

1}. Pajak Negara atau Pusat, yaitu pajak yang dipungut
oleh Pemerintah pusat, yahg pPeyelenggaraan
pemungutannya di daerah-daerah dilakukan oléh Kantor
Inspeksi Pajak setempat (sekarang dinamakan Kantor
APelayanan Pajak), dan hasilnya digunakan = untuk
rembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

2). Pajak Daerah, yaitu pajak yéng wewenang . pemungutan-

| nya berada pada Pemerintahan Daerah, baik tingkat
Propinsi atau Kabupaten yang hasil - pemungutannya
digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Sejarah perpajakan modern, bermula setelah revolusi
Perancis, yang sebélumnya memang sudah dituntu£ éleh
masyarakat akan adanya pemungutan pajak secara umum dan
merata. ‘Sejak itulah semboyan "keadilan pajak" diteruskan
hingga saat ini, namun menghadapi berbagai kesu;itan dalam
pélaksanannya.

Tenfang teori mengapa negara berhak memungut pajak,
nampaknya tidak perlu diperdebatkan lagi, karena sudah

diterima umum sebagai suatu aksioma teori wajib bakti
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organisasi bagi setiap.anggautanya Organisasi {negara)
bertugas menyelenggarakan kepentlngan umum dan karenanya
harus mengambil tindakan vang dlperlukan demi reallsasn.nya°
Sedang warga negara wajib memikul beban biaya penyelengga-
raan berupa pembayaran pajak.

Oleh karena semboyan "keadilan pajak" menghadapi
kesulitan praktis, maka pada akhir abad XVIiIii Masehi,
muncul Adam Smith (1723-1790) yang menyempurnakan semboyan
tersebut dengan melancarkan ajaran The four macimes bagi.
Azas Pemungutan Pajak, ajaran tersebut adalah: ”

a. Equality,  dimana -setiap subYek-' pajak sama-sama

berkewajiban membayar pajak negara ‘sesuail kemampuannya, .

yaltu selmbang dengan penghasilan yang dinikmatinya
dibawah perlindungan pemerintah. Pemerintah tidak boleh
-mengadakan. diskriminasi diantara sesama wajib pajak.

b. Certainty,' -dimana pajak yang wajib dibayar oleh
seseorang harus terang {certain) ‘dan tidak mengenal

kompromi.(nof arbitrary). Dalam azas ini kepéstianrhukum

yang " dipentingkan adalah mengenai subyek. Obyek, waktu

. pembayaran, tata cara pembayaran, batas harta kena pajak
dan besarnya.

c. Convenience of Payﬁent, dimana ditentukan bahwa pajak

yang hendak dipungut itu, hendaknya dilakukan prada saat

vang paling tepat/baik bagi para wajib pajak, yaitu saat

sedekat mungkin dengan diterimanya penghasilan yang
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bersangkutan.

d. Economy, bahwa remungutan pajak hendakﬁya dilakukan
sehemat—hematnya; jangan sampai'biaya pemﬁngutan mele-
bihi pemasukan pajaknya. ( Ibrahim Fuad, 1972;298-301 )

Umumnya Sarjana-sarjana setelah Adam Smith, mengajar—
kan juga azas-azas yang laiﬁ, jiwanya sama déngan ajaran

Smith, wyaitu azas yuridis (sama dehgén Certainty), azas

ekonomis (sama dengan Convenience). Sedangkan Equality

berlaku sepenuhnya untuk semua bidang hukum, bukan hanya

monopoli hukum pajak. Tetapi pada * tahun 1839, ditemukan_

formulasi yang lebih kohkrét olehIJohn'Stuart ‘Mil, wyaitu

pajak atas pendapatan bukanlah pendapatan itu sendiri yang
dijadikan ukuran peﬁgenaan péjak pendapafan, melainkan apa
vang terkengl dengan nama "gaya pikul" (ability to pay
taxes). ( SsﬁtbSO Brotodihardjo, 19§§:25 i.

Sistem perpajakan modern tetap berlandaskan pada

azas-azas tersebut, walaupun terjadi perubahan yang berhu-

bungan. dengan perkembangan situasi. Sistem dan struktur .

perpajakan Indonesia, menurut undang-undang perpajakan
berlandaskan pada sistem pajak térsebut. Walaupun sukar
dipahami dan tidak sederhana dalam mencapai azas kepastian
(certainly) dan pemerataan (equélity). ( Thoﬁas Soebroto,
Darajat Harahap, 1988 ; 25 ).

Sedangkan, alasan mengapa rakyat berkewajiban
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membayar pajak kepada pemerintah ada dua macam teori yang

muncul dalam abad 18:

a.

Teori kontrak sosial (J,J. Russeau).

Pajak .sebagai imbalan manfaat vang mereka terima dari
kegiatan pemerintah berupa fasilitas, pengurusan dan
pérlindungan. Pendukung teori ini berbeda tentang ciri
dari kontrak itu. Ada yang mengatakan sebagai perjanjian
jual beli, jasa atau upah kerja. Ada yang mengatakan
perjanjian perkongsian, dan ada pula vang menéatakan

sebagai perjanjianlkeamanan. Teori kontrak sosial dengan

- ketiga bentuk tersebut, ternyata lemah karena tak sesuai

dengan kenyataan. O0Oleh "karenanya banyak mendapat

kritikan.

Teori tanggung jawab bermasyarakat dan bernegara.

Ini -didasarkan pada bahwa, pemerintah menyelenggarakan
berbagai kégiatan yaﬁg tidak menerima imbalan (kareha
tidék diketahui kadarnya yang diterima oleh setiap
penduduk) bagi kepentingan semua warga hegara. Sedangkan
setiap individu _merupakan anggota orgaﬁisasi yang
karenanya secara paksa ikut bertanggung jawab memikul
biaya kegiatan pemerintah menurut kemampuan masing-
masing.

Teori kedua ini belum dianggap sempurna, karena
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dalam  sistem perpajakan yang baru di Indonesia,
kewajiban membayar pajak itu didasarkan pada pefwujudan
kewajiban bernegara dan pPartisipasi masyarakat dalam
memenuhi pembiayaan pembangunan guna mencapai keadllan
sosial ‘dan kemakmuran vang merata materil dén spiri-

tuil ( Thomas Soebroto, Drajat Harahap, 1988:20-21 5.

B. Pajak Penghasilan (PPh)

Negara Indonesia adalah negara hukﬁm Yang berdasarkan
Pancasila dan Uhdang—undang Dasar 1945 yang menjunjung
tinggi hak dap kgwajiban setiap orang, oleh karena itu
menempatkan perpajakan sebagai salah satﬁ rerwujudan
kewajiban kenegaraan dalam rangka kégotong-royongan
nasional sgbagai beran serta masyarakat dalam pembiayaan
pembangunan. |

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945,
maka ketentuan—ketentuan perpajakan yang merupakan landasan
pemungutan pajak harus berdasarkan undang—undang. Berdasarf
kan ketentuan tersebut;maka sebagai hasil reformasi Undang-
undang perpajakan tahun 1983 telah diundangkan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan,
éebagai landasan hukum pengenaan rajak yang berlaku ‘sejak
tahun 1984 , sebagaimana telah diubah Aan.ditambah dengan
Undang~undang Nomor 7 Tahun 1991.

.Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai
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hasil pembangunan nasional diberbagai bidang , disadari
bahwa banyak aspek perpajakan yvang belum aiatur; atau belum
cukup diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagai
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, oleh

karena itu Pemerintah memandang untuk menyempurnakan

Undang-undang tersebut.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum; 

keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan  Undang-

undang Nomor 10 tahun 1994 adalah:

1. Menuju kemandirian'bangsa.dalam pembiayaan negara -dan
pembiayaan pembangunan, yang sumber utamanya berasal
dari penérimaan - pajak;

2. Lebih memberikan kepéstian hukum -dan keadilan bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan
pembangunan sesuai dengan kemampuannya;

3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam pertumbuhan,
pemerataan pembangunan, dan investasi di seluruh
Republik Indonesia;

4. Menunjang usaha meningkatkan ekspor, terutama eképor_non
migas, barang hasil olahan dan jasa-jasa dalam rangka

meningkatkan perolehan devisa negara;

5. Menunjang $usaha pengembangan usaha kecil untuk

mengoptimalkan pengembangan potensinya dan dalam rangka

rengentasan kemiskinan;

6. Menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu
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pengetahuan dan teknologi,‘pelestarian ekosistem, sumbey;
daya alam dan lingkungan hidup; |

Menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yéng makin
mampu dan makin bersih; peningkétan‘pelayanan'.kepada
wajib pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan
prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan
beningkatan prenegakan pelaksanaan hukum . yvang berlaku.

( Agus Irianto dkk, 1995:68-69 )

~ Jika ditelaah dalam Undang-undang Nomor :10 tahun 1994

! : Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah biubah dengan ﬂndéngu

1.

undang Nomor 9 Tahun 1991. Perubahan tersebut antara lain -

©

Penegasan obyek pajak.
Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 10 tahun 1994 diatur mengenai

obyek pajak. Dalam pasal tersebut secara umum terdapat

‘ tiga hal yang penting yaitu penghasilah sebagai obyek

prajak, definisi penghasilan dan jenis-jenis pendapatan
vang digolongkan sebagai penghasilan.
Dalam Pasal 4 ayat (1) dinyvatakan bahwa yang menjadi

obyek pajak adalah Penghasilan yaitu setiap tambahan

ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indenesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau dapat
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menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutaﬁ' dengan

nama dan dalam bentuk apapun.

Obyek pajak penghasilan menurut Pasal 4 UU.N0O.10 +tahun

1994 adalah:

d.

4.

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan 'pekerjaan

atau jasa vang diterima atau diperoleh'termaSuk gaii,

tunjangan, upah, - honorarium, komosi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang;
ﬁadiah_dari undian atau kegiatan dan penghargaan;

Laba Usaha;

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan

harta termasuk:

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseo-
rangan atau pepsekutuan dan badan lainnya sebagai
prengganti saham atau penyertaan modal:

2) Keuntungan yang diperoleh perserocan, persekutuan
dan badan 1aiﬁnyé karena pengalihan hafta kepada
pemegang saham, sekutu dan anggota;

3) Keuntungan karena .likuidasi, penggabungan,
peleburan, .pemekaran, pemecahan atau pengambil-
alihan usaha;

4) Keuntungan karena pengalihan harta karena hibah,
bantuan atau sumbangan kécuali yvang diberikan

kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan
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lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan
sosial atau badan pendidikan atay pengusaha kecil
termasuk koperasi yang ditetapkan ‘oleh Menteri
Keuangan sepanjang tidék ada hubungannya dengan
usaha, pekerjaan, “kepemilikan, atau penguasaan
antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Penerimaan kembali pembafaran pajak yvang telah

dibebankan sebagai biaya;

Bunga termasuk premi, diskonto dan imbalan karena -

.- jaminan pengembalian hutang

Deviden déngaﬁ nama dan dalam bentuk apapun, termasuk

"juga deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang

polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi.

Royalti

Sewa dan penghasilan lain Sehubungan dengan penggu-

naan harta

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

-Keuntungan karena pembebasan hutang

Selisih lebih karena penilaian kembali‘akfiva-

Premi asuransi

Iuran vyang diterima atau diperbleh_perkumpulan 'dari
anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menja-
lankan wusaha atau pekerfaah bébas sepanjang iuran

tersebut ditentukan berdasarkan volume pekerjaan

.usaha atau pekerjaan bebas anggotanva;
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0. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan

yang belum dikenakan pajak.

Dalém pasal 4 ayat (1)'tersebut;dinyatakan bahwa
bunga termasuk sebagai obyek pajék, sedangkan
menurut Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa: Atas
penghasilan berupa bunga deposito‘daﬁ tabungan tabungaﬁ
lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas
lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta
berupa - tanah dan atau baﬁgunan-‘serta-' penghasilan
terténtu lainnya, pengenaan pajaknya .diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian maksud dari perubahan materi Pasal
4 ayat (2) adalah memberi wewenang Kkepada Pemerintah
untuk mengatur pengenaan pajak atas penghasilan.’

Selain itu, sebagaimana diatur dalam‘éasal 26 - ayat
(2) tentang penghasilan yang diterima atau dipercleh
Wajib Pajak luar negeri dari sumber penghasilan di‘
Indonesia, seperti keuntungan atas penjualan harta dan
asuransi termasuk obyek pajak

Ditetapkannya Pasal 26 ayat (2) tersebut di atas,
karena sebeium Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 penda-
patan vyang diperoleh dari Wajib Pajak luar negeri,;
seperti pendapatan atas premi asuransi tidak dikenakan
Pajak Penghasilan, sedangkan bagi Wajib Pajak dalam

S e e
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negeri yang mendapatkan premi asuransi dikenakan Pajak

Penghasilan.

Pembatasan bukan Oﬁyek'Pajak Pénghasilan

Dalam usaha menunjang program Pemerintah membina
pengusaha kecil dan koperasi, méka UU No.: 10 tahun 1994
Pasal 4 ayvat (3) menetapkan bahwa : bantuan, sumbangan
dan hibah vyang diterima oleh penguséha kecil dan
_koperasi melalui penetapan Menteri Keuangan dapat
dianggap sebagal bukan ObYek Pajak. Bantuan, sumbangan
atau hibah tersebut haruslah bersifat pribadi dan tidak
berkaitan dengan usaha atau pekerjaan.

Selain itu sisa hasil wusaha koperasi yang
dibavarkan kepada anggotanya pan.bunga simpanan yang
tidak melebihi batas vyang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, yang dibayar kepada anggotanya tidak dipungut
Pajak penghasilan, sedangkan gtas bunga simpanan yang
dibayarkan untuk'kopefasi dikenakan pemungutan tarif 15
% final. |

Selanjutnya Pasal 4 ayat (3) butir c¢ dinyatakan
bahwa transaksi modal termasuk setoran tunai bukan
merupakan Obyek Pajak. Pertimgangannya adalah bahwa
transaksi modal termasuk setoran tunai sama dengan nilai
saham vang diberikan kepada perusahaan tersebut, oleh

karena itu tidak tepat jika harta yang diserahkan
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sebagai modal dikenakan pafak,('Mansury.R; 1996:61).
Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) huruf-d dite-

tapkan bahwa: penggantian_aﬁau imbalan sehubungan dengan

pekerjaan ataun jasa yang diterima atau diﬁeroleh dalém

bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau

pemerintah, +tidak dikenakan Pajak Penghasilan dengan:

ketentuan bagi pemberi kerja tidak boleh dibedakan

sebagai biaya.

Adanya perluasan withholding.

Untuk meningkatkan peran serta masyaraka£ dalam
pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak, dan
untuk tujuan kesederhanaan dalam pengenaan -pajak vang
tepat waktu, juga diadakan perluasan subyek dan obyek
pemungutan pajak (Withheolding system), yaitu badan
swasta tertentu berkenaan dengan kegiatan wusaha di
bidang lain ditunjuk sebagai pemungut pajak. Pemungutan
denéan sistem Wiﬁhholding teiaﬁ diperluash meliputi
antara ;ain:

a. PPh Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa pemotongan,

penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam

negeri, wajib dilakukan termasuk hadiah dan
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penghargaan oleh Wajib Pajak orang pribadi..

Yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan
pelaporan pajak atas PPh Pasal 21 adalah pemberi
kerja, bendaharawan, dana penSiﬁn,.badan, perusahaan
dan penyelenggara kegiatan.

PPh Pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa Menteri-

.Keuangan dapat mehetapkan bahwa bendaharawan untuk

memungut pajak ‘sehubungan dengan pembayaran atas
penyerahan barang, dan atau badan . tertentu untuk
memungut -pajak dari Wajib Pajak yang ‘.melakukaﬁ
kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha ' bidang
lain. |

Pengan demikian pasal 22 ayat (1) diperluas termasuk
penyerahan barang oleh badan vang bergerak dalam
bidang usaha tertentu.

Yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan
pelaporan pajak atas PPh Pasal 22 adalah bendaharawan
pemérintah, termasuk '5endaharawaﬁ péda Pemerintah'
Pusat, Pemerinfah Daerah, instansi atau lembaga
pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya,
berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang,
badan-badan tertentﬁ, baik pemerintah maupun swasta
berkenaan dengan kegiatan di bidang impor  atau

kegiatan usaha di bidang lain.

c. PPh Pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa atas
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penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapuh vang
dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah,
Subyek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegia-
tan, bentuk usaha tetap atau pérwakilan perusahaan
luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri
atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak. oleh pihak
vyang wajib membayarkan: Sebesar 15 % (lima belas
persen) dari bruto atas deviden, bunga, royalti,
‘hadiah dan penghargaaq.selain yang telah dipotong
dalam Pasal 21 ayat (i); sebesar 15 & (lima beiés
persen) .dari jumlah bruto dan bersifat final atas
bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi; Sebesar 15
{(lima bglas persen) dari perkiraan penghasilan netto
atas sewa atau pénghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan tanah, imbalan sehubungan jasa teknik,
jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan
jasa lain selain jasa yang telah dipotong dalam pasal
21. | |
| Dari Pasal 23 ayat (1) tersebut dapat diper-
luas, termasuk semua jenis jasa vang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan vyang diterima oleh Wajib Pajak
badah.
Untuk pemotongan atas PPh Pasal 23 yvang ﬁajib

memotong, melaporkan, membayarkannya adalah orang

pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri vang
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ditunjuk oleh'Direktur Jenderal Pajak.
PPh pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dinyvatakan bahwa
atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk. apapun
vang 'dibayé;kan atau &ang terutang oleh = badan
pemerintah, Subyek pajak dalam negeri, penyelenggara
kegiatan,. bentuk wusaha tetap, = atau perwakilan
perusahaan Jluar negeri lainnya kepada wajib Pajak
luar negeri seléin bentuk usaha tetap di Indonesia,
dipotong pajak sebesar 20 % (dua puluh persen) dari
jumlah brufo,oleh.pihak vang wajib membayarkan “étas:
deviden; bunga; royalti; sewa dan penghasilan lain
sehubungan  dengan penggunaaa harta;  imbalan
sehubungan dengan jasa, kegiatan, hadiah dan
penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
Sedangkan padé Pésal 26 ayat (2) dinyatakan
bahwa atas penghasilan dari penjualan harta di
Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2)
yang'diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri
selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pfemi
asuransi yéng dibayarkan kepada perusahaan asuransi
luar négeri, dipotong péjak penghasilan sebesar 20 3
(dua puluh persen) dari pefkiraan penghasilan netto.
Dari Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) maké pajak
pada pasal tersebut diperluas termasuk’  premi

asuransi, capital gain dan imbalan jasa yvang
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dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri.

Pemotongan dan pelaporan pajak atas PPh Pasal-

26 tersebut dilakukan oleh badan pemerintah atau
subyek Pajak dalam negeri lainnya, vyang melakukan
pembayafan pada Wajib Pajak luar negeri- selain bentuk

usaha tetap di Indonesia, dengan tarif 20 $ (dua

(=]

puluh persén).

Metode Penghitungan Penyusutan

 Untuk ‘memberikan - keleluasaan dalam - melakukan
penyusutan, Wéjib Pajak diperkenankan mengguﬁakan metode
penyusutan yang lebih sesuai’ dengan _pembukuan wajib
Pajak sebagaimana diatur dalam Pasalnll, vaitu metode
garis -lurus afau metode saldo -menurun. Metode ini
dimaksudkan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menghi-
tung penyusutan, penentuan masa manfaat harta lebih

realistis dan menunjang iklim investesi di Indonesia.

Fasilitas Perpajakan

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia!
telah ‘diberikan beberapa kemudahan perpajakan kepada
Wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-
bidang tertentu atau daerah—daerah tertentu. Maksud dan

tujuan pemberian tersebut ialah untuk keberhasilan yang
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berprioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya
dalam meningkatkan ekspor . Kemudahén ini juga diberikan
untuk mendorong perkembangan daerah terpencil dalam.
rangka pemerataan pembangunan.

Kemudahan yang diberikan terbatas dalam bentuk . :
penyusutan dan amortasi yang dipercepat, kompensasi
kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10
tahun dan pengurangan Pajak penghasilan atas pajak atas
deviden sebagal dimaksud dalam Pasal 26. .

Kemudahan-kemudahan yang dimaksud antara- lain:
natura dan  kenikmatan di daerah -tertentu dapat
dikurangkan sebagai biaya (Pasal O ayat (1) huruf e),
diberlakukannya penyusutan yang berbeda dari ketentuan
umum (Pasal 11 ayat (7)) dan fasilitas perpajakan untuk
penanaman modal di bidang-bidang usaha dan atau di
daerah tertentu (Pasal 31 A). Kepada Bentuk Usaha Tetap
(BUT) vang menginvestasikan 1abanya‘kembali setelah kena
pajak. di Indonesia, juéa diberikan kemudahan dalam
bentuk pembebasan pengenaan Pajak Penghasilan (Pasal 26
ayat(4)).

Dalam rangka menunjahg kebijaksanaan pemerintah
untuk mendorong pembangunan di daerah tertentu seperti
"daerah terpencil, berdasarkan keputusan Menteri
Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura

atau kenikmatan vang diberikan berkenaan dengan
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pelaksanaan - pekerjaan di daerah tersebut, - boleh
dikuréngkan dari penghasilan bruto pekerja.

Pemberian kepada pegawai yang merupakan keharusan
.dalam pelaksanaan pekerjaan, seperti prakaian dan
peralatan seragam, antar jemput karyawan, penyediaan
makanan dan.minuman serta penginapan untuk awak kapal,
dan yang sejenisnyé, pemberian tersebut bukanA merupakan
imbalan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya bagi
pemberi kerja.

~Selain kemudahan-kemudahan seperti tersebut
diatas, untuk bidang usaha tertentu, seperti
pertambangan minyak dan gas bumi, perkebunan daﬁ
tanaman keras, diberlakukan penyusutan tersendiri untuk
harta berwujud yang digunakan dalam usaha tersebut, yang

ketentuannya ditetapkan Menteri Keuangan.

Pencegahan Penghindaran Pajak dari - Controlled Foreign
Corporation (CFC) - | | x

Dengaﬁ semakin berkembangnya ekonomi dan
perdagangan internasional sejalan dengan era
globalisasi, 'dapat‘ terjadi Wajib Pajak dalam menanam
médal di luar negeri. Untuk mencegah kemungkinan
terjadinya renghindaran pajak melalui ‘penundaan
pembagian laba dalam waktu yang tidak ditentukan, maka

UU No. 10 +tahun 1994 pasal 18 ayat. (2) mengatur
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- pengenaan Pajak Penghasilan bérupa Sisa laba (dividen)

yang tidak dibagikan dari perusahaan luar negeri yang
dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak dalam negeri.
Dalam keténtuan terseﬁut diatur bahﬁa Menteri Keuangan
berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen.
Hal ini berlaku pada badan usaha yang tidak menjual

sahamnya di bursa efek dan penanam modal’ Wajib pajak

dalam negeri lebih dari 50% (lima puluh persen).

- Pengembangan Iptek, SDM dan Peléstarian Lingkﬁngan.

Untuk menunjang program Pemerintah dalam bidang
sumber daya manusia (SDM) dan pengembéngah ilmu penggta—
huan dan teknologi (IPTEK), telah dilakukan penambahan
ketentuan dalam UU No. 10 tahun 1994, segala pengeluaran
untuk magang, pelatihan, bea siswa serta rengeluaran
untuk penelitian dan pengembangan = vang dilakukan di

Indonesia dengan biaya yang wajar_ dapat dibebankan

_'sebagai biaya (pasal 6 ayat'(l)).

Demikian juga untuk menijaga kelestarian
lingkungan, pengeluaran untuk pengolahan limbah dapat
dibebankan sebagai piaYa. Selain itu juga
diperkenankannya pembentukan dana cédangan untuk usaha-

usaha pertambangan yang dapat dimasukan sebagai biaya.
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C. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemerintah Indonesia pada tahun 1983 telah
mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah, yang berlaku mulai tahun 1984 sebagai pengganti dari
Undang-undang Pajak penjualan tahun 1951 vang merupakan
1andasén hukum bagi pengenaan atas pajak konsumsi di dalam
negeri. |

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai

hasil pembangunan nasional dan globalisasi di berbagai

bidang, disadari bahwa beberapa bentuk aktifitas yang aspek

perpajakannya belum diatur atau belum cukup diatur dalam:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983. Selain itu, Undang-
undang tersebut belum sepenuhnya menampung amanat 'délam
Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 . Oleh karena itu maka
dipandang sudah saatnya untuk menyempurnakan Undang-undang
tersebut._

Dengan-berpegang teéuh pada prinsip kepastian hﬁkum,
keadilan dan kesederhanaan maka pada tahun 1994 telah

dikeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, yvang mulai

berlaku sejak 1 Januari 1995 sebagai pengganti dari;Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1983 tersebut.
Jika dibandingkan Undang-undang Nomor 8 +tahun 1983

dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1994, maka Undang-

‘undang Nomor 11 tahun 1994 terasa lebih sempurna.
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Kesempurnaan tersebut antara lain :

1. Adanya Perluasan Obyek Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1994, pasal 1

huruf b‘dan pasal 4 huruf 4, Obyek Pajak PPN diperluas.
PPN selain -dikenakan terhadap penyerahan barang
| berwujud, sebagaimané Undang—undaﬁg nbmof 8 tahun 1983,
; juga dikenakan terhadap pemanfaatan barang _terhadap
tidak berwujud didalém déerah pabean. Barang tidak
berwujud - antara lain hak atas mefk*dagang;- hak paten,
hak cipté; Pemikiran pengenaan PPN terhadap barang tidak
berwujud didasarkan dengan = makin banyaknya . arus
masuknya hak-hak tersebut seperti-franchise, hak merk
dan sebagainya dari luar negeri. Undéng—undang ini
1 ﬁenyatakan Secara tegas baréng berwujud dan barang tidak
berwujud merupakan obyek PPN apabila dikonsumsi atau

dimanfaatkan di dalam negeri. Selain itu ‘Undang—undang

iﬁi juga mengenakan'PPN terhadap pemanfaatan jasé kena

pajak dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean

(Pasal 4 huruf e).

2. Perluasan Pengertian Penyerahan Bafang KenaxPajak.
Undang~-undang ini mémperluas penyerahan barang kena
pajak. Termasuk peyerahan barang kena pajak adalah

aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual
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belikan, yang masih tersisa pada saat pembuharén
perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut

menurut ketentuan dapat dikreditkan (Pasal 1 huruf 4

" angka 1 huruf e). Dengan demikian atas penjualan aktiva

yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-

belikan, dimana menurut Undang-undang Nomer 8 tahun 1983

tidak terutang PPN, akan tetapi Undang-undang Nomer - 11
tahun 1994 menjadi terutang PPN apabila aktiva tersebut

dijual. pada waktu pembubaran. Kegiatan ini di samakan

dengan pemakaian sendiri sehingga termasuk - sebagai

penyerahan barang kena pajak. Akan tetapi jika terjadi
perubahan bentuk  usaha atau penggabungan gsaha atau
pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang mengakibatkan
terjadi perubahan pihak-pihak yang berhak atas barang
kena pajak, maka pengalihan aktiva tersebut tidak
dianggap sebagai ﬁenyerahan barang kena pajak, sehingga
tidak terutang PPN (Pasal 1 huruf 4 angka 2 huruf d).
Pembinaan Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan

penyerahan Barang Xena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak

'némun peredaran bruto usahanya (omzetnya) dalam satu

tahun tidak melebihi jumlah tertentu yang 'béﬁasannya
ditetapkan oleh Menteri Keuangaﬁ. Karena itu pada

prinsipnya pengusaha kecil dikecualikan dari kewajiban
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memungut, menfetor dan melaporkan PPN yang seharusnya
terutang. Namun dalam Undang-unddng Nomor 11 tahun 1994
dimungkinkan pengusaha kecil untuk memilih agar dikukuh-
kan sebagai Pengusaha kena Pajak, sehingga ~ Undang-
undang tersebut berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil
(pasal 1 huruf e).

Keuntungan bagi pengusaha kecil yang memilih untuk
dikukuhkan sebaéai Pengusaha Kena Pajak adalah mereka
dapat mengkreditkan Pajak masukan dan dapat menerbitkan
faktur pajak. Dengan demikian hambatan vang .-timbul
apabila pengusaha kecil melakukan transaksi "dengan
Pengusaha ZKXena Pajak dan Pengusaha Kena Pajak tersebut
meminta faktur pajék, maka pengusaha kecil yang bersang-~

kutan dapat memenuhinya ( Agus Irianto dkk, 1995:107).

Efisensi Ekonomi.

Bagi pengusaha yang ingin yang mengembangkan usaha

atau meningkatkan efisiensi'usahanya derigan melakukan-

perubahan bentuk wusaha atau penggabungan wusaha atau
pengalihan seluruh aktiva perusahaan yaﬁg diikuti dengan
perubahan pihak vyang berhak afas barang kena pajak ,
maka atas penyerahan Bafang Kena Pajak dalam rangka
tersebut +tidak terutang PPN (Pasal 1 huruf d angka 2
huruf d) | |

Pajak masukan atas barang kena pajak vang di
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alihkan dan yang telah di kreditkan oleh Pengusaha Kena
'Pajak yang bersangkutan tidak harus dibayar kembaii.
Sedangkan pajak masukan atas Barang Kena Pdajak yang di
alihkan dan yang belum dikreditkanholeh Penguséha. kena
Pajak yang menerima pengalihan dapat dikreditkan (Pasal
9 ayat (14) huruf @ dan b). Ketentuan ini,_dimaksudkan

untuk memberikan kemudahan:bagi pengusaha ‘yang ingin-
mengembangkan atau meningkatkan efisiensi usahanya.
Sehingga bagi.pengusaha vang bersangkutan kémudahan ini
dapat lebih'meningkétkan kinerja dan..tidak mengganggu

likuiditas perusahaan.

Intensifikasi Pemungutan
Dalam Undang-undang Nomer-ll tahun 1994, Menteri
Keuangan dapat ménunjuk orang-orang pribadi, badan-badan
tertentu atau instansi pemerintah sebagai pemungut Pajak
Pertambahan Nilai dengan tugas memungut, menyetor dan
melaporkan pajak yang teruténg oleh pengusaha kena péjak
atas penyerahan bérang kena pajak dan atau penyerahan
jasa kena pajak kepada orang pribadi, badan atau
instansi pemerintah tersebut (Pasal 1 huruf X dan :Pasal
16 A).
' Meskipun demikian, pengusaha kena pajak yang
melakukan transaksi dengan pemungut Pajak Pertambahan

Nilai tetap berkewajiban melaporkan pajak yang dipungut
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oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut
dimaksudkan untuk mengamankan penerlmaan negara dari

pengusaha—pengusaha yYang tidak bertanggung jawab dengan

tidak menyetor perolehan Pajak Pertambahan Nilai dari

transaksi benyerahan barang kena pajak dén atau Jjasa
kena pajak dengan konsumennya, dlsamplng guna meningkat-
kan kepatuhan pengusaha kena pajak.

Pada = dasarnya dalam transaksi jual-beli, penjual
memotong pajaknya, tetapi untuk kasus ini, pembali fang

memungut pajaknya° Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun

1983 tidak dikenal istilah pemungut PPN, tetapi dengan

perkembangan - waktu, pemerintah memandang perlu untuk
mengamankan penerimaan negara dari pengusaha-pengusaha
yvang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu,
pemerintah mengeluarkan Kepprés Nomer 56 tahun 1988
tentang'penunjukkan,badan—badan tertentu dan bendahara-
wan untuk memungut dan menyetor PPN sehlngga pengusaha
kena pajak yang melakukan transaksi dengan pemungut PPN
dipotong terlebih dahulu PPN yang harus dlbayar oleh
pemungut tersebut. 'Akaﬁ tetapi pemungut +tadi harus
melaporkan dan menyetorkan PPN tersebut segera dan pihak
pengusaha kena pajak yang bersangkutan tetap melapofkan
pajak vyang dipungut} Karena itu pemerintah memandang
perlu itensifikasi pemungutan yang mendasari Keppres

Nomer 56 +tahun 1988 tersebut untuk dimasukkan dalam
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Undang-undang Nomer 11 tahun 1934,

Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN
Pada Undang-undang ini mengatur tenténg jenis

barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Penetapan

~barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN diatur - lebih

lanjut dengan peraturan Pemerintah (Pasal 4 A).
Ketentuan  ini dimaksudkan untuk lebih memberikan
kepastian hukum bagi masyarakat fentang' barahg—barang
dan - jasa yang -bukan merupakan barang kena pajak ' atau
jasa kena pajak (negative list). Selain itu .pengatufan
ini dimaksudkan untuk meringankan biaya‘bagi masyarakat
dalam pembelian barang—ﬂarang yang langsung diambii dari
sumbernya serta untuk menggairahkan dan mengembangkan
bidang-bidang usaha tertentu. |
Adapun kelompok barang dan jasa wvang tidak
dikenakan PPN antara lain :
a). barang hasil perténian, pete;nakan;" ’perikanan,
perkebunan dan pertambangan yvang diambil langsung

dari sumbernya.

b). barang dan jasa yvyang merupakan kebutuhanryang.séngat

dibutuhkan - rakyat banyak, misalnya:‘ beras, garam,
air bersih, listrik (kecuali untuk keperluan terten-
tu), jasa tilpun coin box, jasa telegram.

c). Jasa di bidang kesehatan, sosial, kebudayaan, keaga-
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maan, -pendidikan, angkutan, tenaga kerja, perbank-

kan, asuransi, penyiaran radio atau televisi,
- d). barang atas 'jasa Yang sudah dikenakan’ pajak oleh
pemerintah daerah, misalnya penyerahan makanan,

minuman di restoran serta. jasa perhotelan.

(3

Penyerahan aktiva yang semula'tidak untuk di jual;

Undang-undang Nomer 11 tahun 1994, mengenakan PPN
atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Paiak yang
menurut tujuan semﬁlé tidak_diperjualbelikan,‘sepanjang

PPN yang dibayar rada saat perolehannya dapat dikrédit—'

kan (Pasal 16 D). Undang-undang Nomer 8 tahun 1983 tidak

mengenakan PPN atas bpenyerahan mesin-mesin bangunan,
beralatan, perabotan atau aktiva lainYa yang menurut
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, karena
pemindahan tangan sebagian atau seluruh pPerusahaan tldak
termasuk dalam pengertian penverahan Barang Kena Pajak
- sehingga tidak terutang PPN.
Pengenaan PPN, atas bpenyerahan barang modal merupa- -
kan jalan keluar terbaik dari kesulitan yang selama ini
dihadapi Pengusaha Kena Pajak maupun aparat Ditjen Pajak

!

dalam pelaksanaan Undang-undang Nomer 8 tahun 1983,
karena ;
a). Pengusaha KenalPajak menjadi lebih bebas mengalihkan

barang modalnya kapan saja tanpa kewajiban
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menghitung dan membayar kembali Pajak masukan vang

sudah dikreditkan, karena pajak masukan vang

seharusnya dibayar kembali telah tercakup @alam PPN
pajak keluaran vyang harus di pungut dari pembeli
barang modalnya.

b). Pengusaha Kenar Pajak lebih  mudah apabila
memindah tangankan barang modal kepédé pengusaha
kena pajak lain. Karena Pengusaha Kena Pajak lain
dapat memperoleh faktur pajak yang dapat dijadikan
dasar - untuk mengkreditkan pajak masukan atas
pembelian barang modal tersebut.

¢). Beban pengawasan Ditjen Pajak menjadi berkurahg'
karena tidak perlu 1lagi mengawasi pelaksanaan
pembayaran kembali pajak masukan atas pemindéhan

barang modal yang belum habis disusutkan.

Sentralisasi Tempat Pajak Terhutang

Difektﬁr Jenderal Péjék dapaf'menétapkan satu témpat
atau lebih sebagai tempat pajak terutang bagi Pengusaha
Kena Pajak yang mempunyai lebih dari satu tempat usaha
(Pasal 12 ayat(2)). Ketentuan ini dimaksudkan untuk
memberikan kemudahan dalam sentralisasi tempat pajak
terutang. Pengusaha Kena Pajak dapat menéajukan permoho-
nan tertulis kepada Dirjen Pajak untuk memilih satu

tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya PPHN.
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Sentralisasi lebih dari satu tempat kegiatan wusaha
dimaksudkan untuk lebih banyak memberikan kemudahan bagi

Pengusaha Kena Pajak.

1&@, Tinjauan Tentang Keberatan

Wajib pajak yang merasa tidak puas térhadap Surat
Ketetapan Pajak yang telah diterima, pada +tahap pertama
dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal
Pajak, melalui Kantor Pelayanan Pajak yvang telah
mengeluarkan surat . Ketetapan .Pajak térsébut. Keberatan
diajukaﬁ dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat
ketetapan, tanggal pPemotongan atan pemungutan,  dengan cara
tertqlis, menggunakan bahasa Indonesia, mencantumkan
alasan-alasan dan pembuktian.ketidakbenaran surat ketetapan
pajak, serta mencantumkan pajak yang terhutang menurut
perhitungan wajib pajak.

Batas waktu pengajuan Surat Keberatan ditentukan
dalam waktu tiga bulan-séjak diterbitkahnya Surat-Ketefapan
Pajak (SKP) sebagaimana ditentukan dalam ﬁndang—undang,
dengan maksud agar supaya Wéjib Pajak mempunyai waktu yang
cukup memadai untuk mempérsiapkan Surat Keberatan beserta
aiasannya. Apabila ternyata batas waktu tiga bulan itu
tidak dapat dipenuhi “oleh wajib Pajak, karena keadaan
diluar kekuasaan Wajib Pajak (force‘mayeur); maka tenggang

waktu selama tiga bulan tersebut masih dapat 'dipertimbang-




T ﬂi:?’fi!%q%‘ii{'ﬁ‘i“ﬂﬁﬁ‘ﬁw..,rf,rf'r.éﬁﬁi‘:?*f?fé:'p&ﬁtfﬁiﬁm&ﬁﬁiﬁﬁﬁéhIﬁ?ﬂﬂ‘!ﬁ“ﬁim R

s

54

kan untuk diperpanjang oleh.biréktur Jenderal Pajak.
Tanda bukti/Resi penerimaan Surat Keberatan sangaf
diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal. Diterima atau

tidaknya hak mengajukan surat keberatan, tergantung

dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana yang dimaksud

dalam Undang-Undang, yang dihitung pada saat mulai

diterbitkan sampai saat diterimanya Surat Keberatan
J .

tersebut. Tanda bukti atau Resi penerimaan tersebut oleh

Wajib Pajak dapat juga digunakan sebagai alat kontrol

baginya, untuk mengetahui sampai kapan batas waktu dua

belas bulan terhadap Surat'Ketetapan‘atas diajukannya Surat

- Keberatan  dikeluarkan. Tanda bukti atau Resi penerimaan

itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabul-
kan, apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak
menerima surat balasan dari Direktur Jenderal Pajak atas

keberatan yang diajukannya.

Dalam penyusunan .éurat keberatan tersebut, Wajib

Pajak diberikan hak ﬁntukn meminta daSér . pengenaan,
pemotongan atau pemungutan yang telah ditetapkan dan
sebaliknya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk
memenuhi permintaan tersebut (Pasal 25 ayat 6 UUlNO,Q tahun
F1994), Namun dalam hal Wajib Pajak mengajukan Keberatan
terhadap Pajak-Pajak yang ditetapkan secara jabatan .maka
Wajib Pajak harus '‘membuktikan ketidakbenaran ketetapan

pajak tersebut. Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan
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ketldakbenaran Surat Ketetapan Pajak secara jabatan itu,

maka keberatannya ditolak. Pengajuan keberatan ini © tidak

menunda kewajlban membayar pajak hal ini dimaksudkan untuk

mencegah usahag penghlndaran atau penundaan rPajak melalui
pengajuan Surat Keberatan -tersebut dan untuk mencegah
terganggunya penerimaan negara. ( Rizky Suf}o Novianto,
1996;34 )

Surat  Keberatan tidak dituangkan = dalam bentuk
khusus, melainkan cukup dalam bentuk surat biasa yang
isinya: l

1. Menyatakan keberatannya;

2. Terhadap ketetapan jenis pajak teiteﬁtu, vang berjumlah

sgkian;
3.‘Mengenai‘tahun tertentu;’
4. Yang tertulis atas nama Wajib Pajak;
5. Menyebutkan nomor kohir serta kodenya;
6. Ditanda tangani;
-~ 7. Diberi alasan-alasan yang kaut.

Dalam suatu surat keberatan, hanya dapat diajukan
untuk satu jenis pajak dan satu tahun pajak, jika terdapat
lebih dari satu jenis pajak dan lebih dari satu tahun
bajak, maka surat keberatan yang diajukan juga harus sesuai
dengan jumlah dan tahun pajak vang diajukanikeberatannya.

Surat keberatan tidak harus ditulis diatas kertas

materai atau diberi materai. Kalau yang mengajukan Surat
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Keberatan orang lain, maka harus dilampirkan ‘surat kuasa
yang dibuat diatas kertas segel Rp. 2.000,- . dan kuasanya
dapat menandatangani Surat keberatan atas nama Wajib Pajak.

Wajib- Pajak biasanya memﬁawa 2 (dua) buah berkas
surat keberatan. Satu diserahkan kepada Kantor Pelayanan
Pajak, sedangkan yang satu lagi digunakan sebagai tanda
terima bagi wajib pajak yvang bersangkutan, sehingga dapat
digunakan sebagai alat kontrol ' untuk’ mengetahui sampai
kapan batas waktu dua belas bulan - terakhir. Jika Wajib
Pajak - hanya membawa satu befkés .saja, makal kepadanya
diberikan tanda bukti'atau resi penerimaan Surat Keberatan
tersebut. Jika pengiriman Surat Xeberatan melalui pos

tercatat, maka tanggal pada resi pengirimannya dapat

.dijadikan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan térsebut.

Akan tetapi hal ini jarang sekali dilakukan, sebab biasa-

nya Wajib Pajak menyerahkan sendiri Surat Keberatannya

¢

ke Kantor pelayanan Pajak.

Tinjauan Tentang Banding
Jika Wajib Pajék merasa Kurang puas atau belum

menerima keputusan keberatan yang telah diambil oleh

Direktur Jederal Pajak, dalam waktu 3 bulan sejak tanggal

ditetapkannya keputusan keberatan tersebut, maka Wajib
Pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan

Pajak.
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Agar dapat diterima, maka surat permohonan banding

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Permohonan banding harus diajukan secara tertulis, dalam

bahasa Indonesia, ditanda tangani oleh yang bersangkutan
atau kuasanya dan dimasukkan sendiri atau dikirim deﬁgan
surat tercatat ke Sekretariat MPP.

Mereka yang tidak dapat atau kurang pandai : menﬁlis,
permohonan banding dapat diajukan dengah lisan kepada
Kepala Daerah atau Pemerintahan setempat, yang untuk itu
segera dibuatkan surat yang ditandatanganinya dan
kemudian disampaikan sendiri atau dengan tercatat ke
Sekretariat MPP.

Surat permohonan banding harus dibuat sedemikian rupa,
sehingga dari surat tersebut dapat disimpulkan berapa
jumlah pajak menurut pemochon yang Seharusnya‘ dikenakgq
kepadanya.

Surat permohonan banding harus dibubuhi materai sebesar
Rp. 2000,- '

Surét permohonan banding harus diajukan dalam jangka
waktu paling lama tiga bulén setelah tanggal dite-
tapkannya Surat Keputusan Keberatan.

Surat permohonan banding harus dilampiri dengan -Surat
Keputusan Keberatan.

Satu surat permchonn banding hanya berlaku untuk satu

jenis pajak dan satu tahun pajak.
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Séperti diuraikan di atas, bahwa permchonan banding
diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Untuk itu, akan
diuraikan . tentang Majelis Pertimbangan pajak.

Sebelum_Majelis Pertimbangan Pajak lahir, peradilan

mengenai pajak-pajak dalam tingkat terakhir berada ditanéan

- Gubernur Jenderal. Setelah tanggal 11 Desember 1915, maka

peradilan pajak-pajak tersebut penyelesaian ditangan Majelis
Pertimbangan Pajak.
Ketentuan-ketentuan mengenai -~ Majelis Pertimbangan

Pajak dimuat dalam Staatsblad 1915 No. 707 tentang Peraturan

"Banding Urusan Pajak, dan kemudian secara berturut-turut |

diubah dan ditambah dengan staatsblad 1921 No. 406 ;
staatsblad 1922 No. 69 dan No.8053; staatsblad 1925 No.146
dan No.171. Kemudian peraturan banding Urusan Pajak
tersebut, diganti dan dimuat dalam staatsblad 1927 No.29
vyang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.13 tahun 1959
yang dimuat dalam Lémbaran Negara 1959 ﬁo.lB.

Pada masa dulu perpajakan masih dalam taraf permulaan,
jenis pajak terbagi menjadi tiga macam yvaitu prajak
Pendapatan, Pajak Rumah Tangga, Pajak Verponding. Untuk tiga
ﬁacam pajak tersebut dibentuk . "Raad Van Beroep  Voor
Belasting Zaken” ; Yang tugasnya adalah_ﬁemberikah keputusan

terhadap banding perpajakan yang diajukan kepadanya.

Peraturan banding Urusan Pajak pada tahun 1915
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tersebut, pada tahun 1927 diadakan pengaturan kembali yang
dimuat -dalam staatsblaad 1927 No. 29 sehingga ménjadi lebih
luas dan lebih sempurna bila dibanding deﬁgan vang lama.

Bila berdasarkan peraturan yang lama Majelis hanya
berwenang memutuskan. perkara-perkara mengenai Pajak
-Pendapatan, Pajak Rumah tangga dan Pajak Verponding, maka
berdasérkan Peraturan yaﬁg baru‘Majelis mempunyai hak untuk
memeriksa dan memutus sengkéta pPajak baik pajak pusat maupun
pajak .Qaerah, sepanjang Ordonansi atau Uhdang~undang _pajak
yang bersangkutan memungkinkan untuk 'banding- ke. Majelis
Pertimbangan Pajak. Peraturan Banding:Urusan Pajak tersebut
sampai sekara#g masih -berlaku untuk ﬁenyelesaikan bading
dalam bidang perpafakan.

Yang menjadi tugas dan wewenang Méjelis Pertimbangan
Pajak dapat disimpulkan dari pasél 1 staatsblad 1927 No.
29 yaitu memberikan kepufusan atas - surat-surat permohonan
banding yang diajukan kepadanya, baik mengenai pajak-pajak
Negara -ataupun Pajak-pajak Daerah, .sepaﬁjang. ordonansi/
Undang-undang pajak yang_ﬁersangkutan memungkinkan untuk
banding. | ‘

Pajak-pajak Negara (menurﬁt Undang—undang lama) yang
mémungkinkan bandigg ke Majelis Pertimbangan.Pajak meliputi:
Pajak Perseroan, Pajak Pendapatan, Pajak Pendapatan
pésal 17a, Pajak kekayéan dan Pajak Penjualan. Sedang-

kan menurut Undang-undang perpajakan yang baru meliputi:
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Péjhk pénghasilan, Pajak pertaﬁbahan Niléi Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan
Bangunan. |

Pajak-pajak Daerah yané memungkinkéh untuk banding ke
Majelis Pertimbangan Pajak antara lain;: Pajak Pembangunan
III, -Pajak Rumah tangga, Pajak kendaraan Bermotor dan
sebagainya. :

Mehgenai Susunan keanggotaan Majelis diatur dalam
Pasal 2 peraturan Banding Urusan Pajak, yaitu terdiri dari
seorang ketua dan empat orang anggota yang semuanya diangkat
oleh Presiden. Anggota-anggota tersebut dua orang berasal
"dari Mahkamah Agung dan dua orang berasal dari Kamar Dégané
dan Industri Indonesia (KADIN).

‘Disamping ketua dan anggota, juga diangkat ketua dan
anggota pengganti. Ketua pengganti ditunjuk oleh Presiden
dari salah satu anggota. Setiap dua tahun sekaii, dua orang
anggota- dan. pengganti-penggantinya, meletakkan. jabatan
éecaré bergiliranfseéuai yéng ditetapkan Majeiis, dan mereka
ini dapat diangkat kembali.

Disamping kefué‘ dan anggota kgpada Majelis oleh
Presiden; diangkat dan diperbantukan seorang Sekretaris dan
Sekretaris Pengganti, untuk membantu keiancaran sidang.

Presiden dapat memberhentikan para anggota’ serta péra

penggantinya sebelum masa Jjabatan selesai. Dalam hal
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pemberhentian tidak permintaan sendiri, keputusan pemberhen-

tian harus menyebutkan alasan-alasannya.

Untuk melaksanakan sidang, Majelis dibagi dua kamar,

masing-masing terdiri‘dari ketua dan dua orang anggota yang

ditunjuk oleh ketua. Sedemikian rupa, sehingga dua orang

anggota vang berasal dari Lembaga yang sama tidak duduk.

dalam kamar yang sama.

Tempat dan waktu sidang ditentukaan cleh Ketua dan

dilakukan secara tertutup, karena adanya ketentuan dalam

Undang-undang perpajakan tentang rahasia jabatan (Pasal 34

UU No.9 tahun 1994). - Ketentuan mengenai rahasia jabatan .

ini ‘sangat ketat dalam Undang~undang tersebut dan hanya bisa
diterobos dengan dengan ijin Menteri Keuangan.

Ketua berwenang untuk mengadakan sidang gabungan,
keputusan diambil dalam sidang 1eﬁgkap, baik sidang satu
kamar maupun sidang gabungan berdasarkan suara terbanyak.
Dalam hal tidak diperoleh suara Aterbanyak, maka Ketua

mempunyai hak untuk memberikan keputusannya.




BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Keberatan
|
|
Setiap Surat%Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak

atau kuasanya, akan diterima oleh petugas seksi keberatan

Kantor Pelayanan} ‘Pajak. Kemudian, petugas tersebut

membubuhi cap (steﬁpel) tanggal tanda terima, mengisi data-
data ‘dirinya,. yang antara lainj berisi: Nama; ‘Pangkat/
golongan; Nomor-In#uk Pegawai dan membubﬁhi tanda tangan.
-Setelah bergas Surat Keberatan diterima, langkah

pertama yang dilak&kan adalah memeriksa apakah berkas Surat
Keberatan tersebut telah memenuhi semua syarat seperti yang
tercantum dalam Pa§a1 25 ayat (2),(3) dan (4) UU No.9 tahun
1994,7 jika belum lengkap, Seksi Keberatan mengirim surat
pemberitahuan kepada Wajib Pajak atau kuasanya vyang berisi

pemberitahuan untuk melengkapi. Pélaksanaannya .adalah

sebagai berikut:

- Petugas penghitungan pada Seksi Keberatan menerima tugas
dari Kasi Keber%tan, melalui‘ Kasubsi Keberatan vang
bersangkutan unt#k membuat konsep surat pemberitahuan
untuk melengkapi glat bukti yang menunjang alasan-alasan
dalam Surat Keberatan yang diajukan, kemudian meneruskan-

\
nya kepada kasubsi Keberatan.
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‘Kasubsi Keberatan menerimé, meneliti, memaraf dan_menerus
kan konsep surat pemberitahuan kepada Kasi Keberatan.
Kasi Keberatan henerima, méneliti,rmemaraf dan meneruskan
i konsep suraf pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima; meneliti, memaraf
konsep surat pemberitahuan dan - meneruskannya kepadar
petugas Tata Usaha pada Seksi Keberatan melalui Kasi/
Kasubsi keberatan,

Petugas Tata Usaha menerima.konseb surat pemberitahuan,
memberi ﬁomor/tanggal,' mencatatnya dalam buku agenda
surat keluar, mengetik daiam'fangkap 2(dua) dan menerus-
kannyé pada Kasubsi Keberatan,

Kasubsi Keberatan menerima, memaraf dan meneruskan surat
pemberitahuan kepada Kasi Keberatah;

Kasi Keberatan menerima, memaraf dan meneruskan surat
pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Kantor Péla&anan Pajak menerima, menandatangani'
dén meneruskah surat pemberitahuan kepada petugas Tata
Usaha melalui Kasi/KaSubsi keberatan,

Petugés Tata Usaha menerima surat pemberitahuan dan
mengirimkan/méneruskannya:

= Lembar ke-1 kepada Wajib Pajak'melalui Sub Bagian Tata

Usaha dengan buku ekspedisi,

Lembar ke-2 arsip Seksi Keberatan.
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Jika waktu tiga bulan vang ditentukan télah terlewati
(Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 tahim 1994) ,
sedangkan Wajib Pajak tidak dapat melengkapi persyaratan
yang dibutuhkan, maka éﬁrat Keberatan tersebut_ dianggap
sebagai surat biasa dan tidak dapat_diproses lébih lanjut

sebagai Surat keberatan.

Jika semua persyaratan Yang dibutuhkan telah terpe-

nuhi, maka tahap selanjutnya adalah, menentukan Kantor mana

yang berwenang memproses Surat Keberatan tersebut:

~ Jika Dasar  Pengenaan Pajak (DPP) - maksimum - Rp.
500.000.000,— (Lima ratus juta rupiah), - maka Surat
Keberatan tersebut menjadi wewenang Kantor Pélayénan
Pajak yang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak.

- Jika Dasar Pengenaan Pajak maksimum 'Rp.500.000.000, -
(Lima ratus juta rupiah), sampai = Rp. 6.000.000.000,~
(Enam milyar rupiah), maka Surat Keberatan tersebut
menjadi~we&enang Kantor Wilayah, dimana Kantor Pelayanan

'Pajak yang.mengeluafkan Surat Ketetapaﬁ Pajak tersebut

berada.

- Jika Dasar Pengenaan Pajak diatas Rp. 6.000.000.000, -

(Enam milyar rupiah), maka Surat . Keberatan tersebut

wewenang Kantor pusat.

- Jika Wajib Pajak memiliki perusahaan berupa perusahaan

Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, atau

Go. publik maka Surat Keberatan tersebut menjadi wewenang
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Kantor Pelayanan Pajak Khusus. ( Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor 22/Kep/DPJ/1995, tanggal 27 Februari 1995 )

Pa@a dasarnya prosedur pelaksanaan, pemprosesan Surat

Keberatan yang dilakukan di Kantor Wilayah ataupun di
Kantor Pusat adalah sama saja, vaitu tetap melakukan
koordinasi kerja dengan Kantor Pelayanan Pajak, dimana
Surat Ketetapan Péjak (SKFP) diterbitkan karena berkas dan
data~data vyang berhubungan dengan Wajib Pajak berada ai
Kantor Pelayanan Pajak tersebut. Keputusan'terhadap Surat
Keberatan yang diajukan dapat dikeluarkan- oleh KXantor
Pelayanan Pajak, Kantor Wilayah atau Kantor Pusat dimaﬁa
Surat Keberatan yahg'diproses tersebut menjadi wewenangnva.

Dalam pemprosesan surat keberatan yvang merupakan
wewenang dari-Kantor Pelayanan Pajak, vang telah menerbit-
kan Surat Ketatapan Pajak tersebut, maka surat keberatan
dibukukan dalam Buku Register ?enerimaan Surat Keberatan
vang didalamnya dicagtumkan tanggal batas akhir penye-
1esaian"keberatan. Pencétatan harus- tertib, yaitu\ dibuat
sésuai dengan- urutan diterimanfa surat keberatan. Xemudian

dicantumkan pada Papan Pengawasan Penyelesaian Keberatan,

dengan judul Daftar ' Pengawasan Penyelesaian Keberatan

sehingga dapat dilihat setiap hari.
Kebanyakan surat keberatan yang masuk diajukan atas
Surat Ketetapan Pajak terhadap jumlah pajak vang harus

dibayar. Wajib pajak merasa keberatan atas jumlah pajak
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yang ditagih, karena jauh lebih besar dari jumlah nlenurut

perhitungannya sendiri, sehingga ia merasa dirugikan.

. Dalam berkas surat keberatan vang diajukan- biasanya
berisi jumlah pajak terutang, jumlah pajak yvang dipoténg
atau kerugian menuruﬁ perhitunganA Wajib rajak dengan
disertai alasan-alasannya. Didalamnya juga dilampirkan
salinan Surat Ketetapan Pajak sefta berkas atau data~data
yang mendukung untuk pembuktian surat keberatan yangméiaiu-
kan.

Setelah dipenuhi sYarat—syarat. untuk pPermohonan
keberatan, tibalah saétnya diadakan penyelesaian surat
keberatan di Kantor Pelayanan Pajak.

Adapun Proses penyelesaian keberatan, secara lengkap
adalah sebagai berikut :

- Kasi keberatan menerima surat keberatan dari kepala
Kantor Pelayanan Pajak melalui Sub Bagian Tata Usaha atau
langsung dari Wajib Pajak, memberi dlsp051s1 dan menerus-
kannya kepada Kasubsi Keberatan,

~ Kasubsi Keberatan menerima, meneliti, mempelajari Surat
Keberatan dan meneruskannya kepada Petugas Penghitung,

~ Petugas Penghitung menerima Surat Keberatan, mencatat
dalam Buku Agenda Surat Masuk dalam bukuy Register
Penerimaan Surat Keberatan, meminjam berkas dan data
wajib pajak, seianjutnya membuat konsep atau risalah

keputusan, dan meneruskan beserta berkasnya kepada
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Kasubsi Keberatan,
- Kasubsi Keberatan menerima, meneliti, memaraf dan

meneruskan konsep risalah atau Surat Keputusan beserta

berkasnya kepada Kasi Keberatan,

- Kasi Keberatan menerima, meneliti, memaraf dan meneruskan

konsep risalah atau Surat Keputusan beserta berkasnya

kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

- Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima, meneliti, memaraf

dan meneruskan konsep risalah tersebut beserta berkasnya-
nya kepada petugas tata wusaha melalui Kasi/kasubsi’
Keberatan untuk diketik (format dan isinya telah

~ disetujui),

—- Petugas Tata Usaha setelah menerima konsep risalah atau

Surat Keputusan Keberatan, memberi nomor/ tanggal,
mencatat dalam buku register Surat Keputusan Penyelesaian
Keberatan, mengetik risalah vang telah disetujui oleh
Kepala Xantor Pelayanan Pajak beserta Surat keputusannya
“rangkap 4 (empat) dan meneruskannya -kepada Kasubsi

Keberatan,

- Kasubsi Keberatan menerima, memaraf dan meneruskan

risalah beserta Surat Keputusan kepada kasi keberatan,

- Kasi keberatan menerima, memaraf dan meneruskan risalah

beserta Surat Keputusan kepada Képala Kantor Pelayanan

Pajak,

~ Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima, menanda tangani




68

risalah beserta Surat Keputusan dan meneruskan kepada
Petugas Tata Usaha melalui Kasi/Kasubsi Keberatan,

- Petugas Tata Usaha menerima Surat Keputusan dan mengirim-

kan/meneruskan:

= Lembar ke-1 kepada wajib. Pajak melalui Sub Bagiaﬁ Tata
Usaha dengan.buku ekspedisi,
= Lembar ke-2 dan.ke—3 beserta berkasnya ke Seksi Tata
Usaha Perpajakan dengan buku ekspedisi,
= Lembar.ke—4 arsip Seksi Keberatan.
Sedangkan Keputusan dari hasil pemeriksaan atas Surat
Keberatan yang.diajukan Wéjib Pajak dapat berupa: |
- Menerima seluruhnya,

- Menerima sebagian,

Menolak,

Menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang

|

Surat keberatan yang sebagian diterima dan sebagian
ditolak, maka keputusan dengan tegas akan menentukan hal-
hal mana yang diterima, yang tidak perlu diberikan alasan
dan hal-hal mana vang ditolak dengan memberikan alasan-
alasan penolakan.

Jika dalam waktu dua belas bulan sejak diterimanya

‘Surat keberatan (berdasarkan resi atau tanda terima),

Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan tidak mengeluarkan
Surat Keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut

dianggap diterima.
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dianggap diterima.

Terhadap Keputusan vang isinya menerima atas

keberatan yang diajukan Wajib Pajak, baik sebagian - maupun

keseluruhan, maka kelebihan pembayaran akan dikompensasikan
untuk masa pajak tahun berikutnya. ‘Sedangkan Keputusan
vyang isinya menolak'keberatan pajak atau bahkan ‘ménambah
besarnya pajak yang terhutang maka akan wajib pajak
diwajibkan untuk melunasi seluruh jumiah pajak yvang
ditentukan tersebut. ( Wawancara dengan'Tjip Ismail, Kasub-
dit Dokumentasi Peraturan Perpajakan dan Bantuan - ﬁukum,
Dirjen Pajak). |

Untuk mengetahui pelaksanaan keberatan atas Pajak
Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam tahun 1994
dan tahun 1995, dapat dilihat dalam Tabel-tabel befikut

ini:




Tabel I

Pelaksanaan Permohonaﬁ Keberatan PPh
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Tahun 1994
Kanwil Sisa awal| Permohonan | Penyelesian
diterima
1994 Keputusan|Uraian kepa-jUraian ke-
Kpp da Kanwil pada DitPPh
I 260 382 292 46 6
II 252 320 279 39 2
III 150 462 361 61 8
IV 279 912 812 198 13
v 301 1230 912 37 16
VI 263 512 461 38 27
VII 210 671 513 67 13
VIII 234 332 287 - 39 4
IX 369 1428 . 921 68 7
X 46 180 140 87 22
XI 161 201 170 60 3
XII 112 107 312 297 2
XIII 309 156 98 60 6
X1V 76 99 82 8 1
X1 31 59 34 18 1
Nasional 3053 7051 5672 1123 131

Sumber: Dit Jen PPh tahun 1994
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Keterangan:

1.

Sisa awal pada tahun 1994 masing4masing Kanwil ini
'terjadi karena permohonan Keberatan kepéda Direktur
Jenderal Pajak paling lama memerlukan waktu 12 (dua
belas) bulan. Hal ini menyebabkan pada setiap akhir
tahun, 'masih ada permohonan yang diajukan belum dapat
diselesaikan oleh Direktur Jenderal Pajak
Dari Tabel I dapat dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak
yang mengajukan keberatan sebanyak 7.051 (tujuh ribu
lima puluh satu ).
Dari sejumlah pemohon.terSebut Yahg telah diselesaikan
dengan kgputusan Kantor Pelayanan Pajak sebanayak 5.672
(1ima ribu enant rafus tujuh puluh dua), dengan uraian
kepada' Kanwil sebanyak 1123 {Seribu seratus dua puluh
tiga) dan wuraian kepada Direktur Pajak Penghasilan
sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) pemohon.

Bila dilihat dari banyaknya permohonan Xeberatan
Pajak Penghasilan,_yang diterima masing—masing“ Kanwil

pada tahun 1994, maka akan tampak pada Tabel II :
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Tabel II

Permohonan Keberatan PPh tahun 1994

Masing-masing Kanwil (%)
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Kanwil Diterima S
I 382 5,41
I1 320 4,53
IIY 462 6,55
v 912 12,93
v 1230 17,44
VI 512 7,26
VII 671 9,51
VIII 332 4,70
IX 1423 20,18
X 180 2,55
XX 201 2,85
XII 107 1,51
XII11 156 2,21
X1v 99 1,40
XV 59 0,83

Nasional 7651 100%

Sumber: Data primer yang di olah

Keterangan.

Dari Tabel 1II dapat dijelaskan bahwa banyaknya
perﬁohonan keberatan untﬁk masing-masing Kanwil, jika
diambil 5 Kanwil yang paling banyak menerima permohonan
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keberafan, maka permohonan keberatan atas Pajak Pénghasilan

pada tahun 1994 yang paling banyak berasal dari:

1. Kanwil IX (Jawa Timur) dengan 1423 (seribu empat ratus
dua puluh tiga)} atau 20,18 2 dari.keseluruhan ﬁermohonan
keberatan PPh vyang masuk. ,

2. Kanwil V (Jakarta Raya Paripurna II) dengan 1230 (seribu
dua ratus +tiga puluh) atau 17,44 % dari keseluruhan
permohbnan keberatan PPh.yang masuk

‘3. Kanwil IV (Jakarta Raya Paripurna I) dengan 912 (sembi-
lanr ratus' dua  belas) atau 12,95 $ dari keseluruhan

permchonan keberatan PPh yang masuk.

4. Kanwil VII (Jawa Barat) dengan 671 (enam ratus tujuh

puluh satu) atau 9,51 % dari keseluruhan permohonan

- keberatan PPh yang masuk.
5. Kanwil 1III (Sumatera bagian Selatan) dengan 462 {empat
ratus enam puluh dua) atau 6,55 % dari keseluruhan

permohonan keberatan PPh yang masuk.

Dari lima Kanwil yang paling banyak menerima permochonan

. keberatan tersebut empat Kanwil berada d4i Jawa (Kanwil IX, V,

IV, VII) sedangkan satu Kanwil lagi berada di luar Jawa yaitu

Sumatera Bagian Selatan (Kanwil III).

Dari seluruh jumlah permchonan keberatan untuk Pajak'

Penghasilan pada tahu 1994 tersebut, jika diperinci masing-

masing jenis pajak, maka akan tampak pada Tabel III.
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Tabel III

Jumlah Keberatan PPh Per jenis Pajak

" Tahun 1994
Kanwil |Keberatan Diterima Jenis Keberatan
PPh Badan|PPh Ps 21|PPh 23/26|PPh Pers

I 382 163 47 85 87
11 320 161 39 39 81
III 462 237 51 55 119

IV 912 451 120 109 232
v 1230 612 183 74 361
VI 512 249 59 97 107
VII 671 361 89 58 163
VIII 332 173 49 28 82
X 1423 709 139 213 362
X 180 87 31 13 49
X1 201 98 29 27 47

CXII 107 52 18 8 29
XIIT 156 79 12 - 28 37
X1V 99 47 7 15 30
Xv ' 59 26 4 11 18
Nas. 7051 3505 877 860 1809

Sumber: Dit Jen PPh tahun 1994
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Keterangan.

Dari Tabel III. dapat diuraikan bahwa jumlah permoho-—
nan keberatan untuk Pajak Penghasilan +tahun 1994 berjumléh
7051 (tujuh ribu lima puluh satu).

Dari keseluruhan jumlah permohonan keberatan tersebut,
maka jenis keberatan untuk PPh Badan paling banfak jumlahnya,
yaitu 3505 (tiga ribu lima ratus lima) atau 49,70 %, kemudian
disusul PPh ?erorangan sébanyak 1809 (seribu delapan ratus
sembilan) atau 25,65 % , PPh Pasal 21 sebanvak 877 (delapan
ratus tujuh puluh tujuh) atau 12,46% dan vang paling sedikit

adalah PPh Pasal 23/26 dengan 860 (delapan ratus enam puluh}

atau 12,19 %.

Sedangkan pelaksanaan permchonan keberatan atas

Pajak Pertambahan Nilai tahun 1994, akan tampak dalam Tabel IV‘




Tabel IV

Pelaksanaan Permohonan Keberatan PPN
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Tahun 1994
Kanwil | Sisa awal’'| Permohonan - Penyelesaian
1994 Diterima Keputusan |Uraian kepa-|Uraian ke-
KPP da Kanwil pada DitPPN_
I 135 276 | 261 41 13
I 92 192 109 18 oo
III 71 496 1 391 39 9
IV 149 216 | . 162 32 18
v 169 492 | 321 ~ 132 13
Vi 127 321 - | 226 L 87 60
Vi1 109 462 436 I 62 56
VIII | 161 612 - 501 60 41
IX 16 371 1 261 87 i 37
X 16 92 | 62 24 | 41
X1 51 172 137} 33 16
X1I 81 162 130 . 22 11
X1Ii ‘| 63 135 | 106 42 10
X1V 29 196 89 32 3
Xv 6 47 26 23 3.
Nasional| 1275 4242 3218 734 434

Sumber: Dit Jen PPN tahun 1994
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Keterangan:
Dari Tabel IV dapat dilihat bahwa, secara Nasio#al sisa
awal permohonan keberatan berjumlah 1274 (seribu dua ratus
tujuh puluh empat). éedangkan jumlah wajib paiak vang
mengajukan keberatan sebanyak 4.242 (empat ribu dﬁa ratus
empat puluh dua). Dari sejumlah pemochon tersebut ygng telah
diselesaikan dengan keputusan Kantor Pelayanaﬁ Pajak
sebanvyak 3.218 (tiga ribu dua ratus delapan belas j, dengan
uraian kepada Kanwil sebanyak 734 (tujuh ratus tiéa puluh
empat) dan uraian kepada Direktorat Pajak Pertambaﬁah Nilai
sebanyak 434 (empat ratus tiga puluh ) pemohon.

Bila dilihat dari banyaknya permohoﬁan keberétan yang
‘diterima masing-masing Kanwil padé tahun 1994, méka akan

tampak dalam Tabel V.
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Permohonan Keberatan PPN tahun 1994

Tabel V

Masing-masing Kanwil (%)

Kanwil Diterima %
I 276 6,50
I 192 4,52
111 496 11,69
v 216 5,09
\ 492 11,56
VI 321 7,56
VII 462 10,89. .
VIII 612 . 14,54
IX 371 8,74
X 92 2,16
XI 172 4,05

XII 162 3,81
XIIT _ 135 3,18
XIV - 196 4,62
XV 47 1,10

Nasional 4242' 100%

Sumber: Data primer yang di olah
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Kanwil yang paling banyak menerima permochonan kéberatan{-
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Dari Tabei V di atas dapat diketahui banyaknya permo-

maka permohonan keberatan untuk Pajak Pertambahan Nilai

pada tahun 1994 yang paling banyak berasal dari:

1.

Kanwil VIII (Jawa Tengah dan DIY) dengan Jumlah dengan
jumlah 612 ( eﬁam ratus dua belas) atau 14,54 ¢ dari
keseluruhan permchonan keberatan PPh yang masuk.

Kanwil IIT (Sumatera bagian selatan ) dengan jumlah
4968'(empat ratus sembilan puluh enam) atau 11,69 % dari

keseluruhan permohonan keberatan PPh yang masuk

Kanwil V (Jakarta Raya Paripurna II) dengan jumlah 492

(empat ratus sembilan puluh dua) atau 11,59 % dari kese

<

luruhan permohonan keberatan PPh yang masuk.

Kanwil VII (Jawa Barat ) dengan jumlah 462 (empat ratus

enam puluh dua) atau 10,89 % dari keseluruhan permohonan -

keberatan yang masuk.

Kanwil IX (Jawa Timur) dengan juhlah 372 (tiga ratus
tujuh puluh dua ) atau 8,74 % dari keseluruhan permoho-

nan keberatan yang masuk.

Dari lima Kanwil yang paling banyak menerima permohonan

keberatan tersebut, empat Kanwil berada di Jawa (Jawa Tengah
dan DIY, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur) dan satu Kanwil

berada di luar Jawa (Sumatera Bagian Selatan).

Selanjutnya pelaksanaan permchonan keberatan atas Pajak




Penghasilan

(PPh)

dan Pajak Pertambahan Nilai

1895, akan tampak dalam Tabel VI-X dibawah ini.

Tabel VI

Pelaksanaan Permohonan Keberatan PPh
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(PPN) tahun

Tahun 1995
Kanwil .,Sisa‘awal Permohonan Penyelesian
diterima '
1995 keputusanjuraian kepa |uraian Kke-
KPP da Kanwil pada DitPPh

I 278 392- 302 48 7
I 252 304 291 | 28 2
111 161 467 312 70 8
Iv 283 912" 818 201 13 -
v 316 1344 921 47 17
VI 267 504 467 42 29
VII 212 688 511 67 12
VIII 271 348 296 A8 3
IX 310 1328 921 87 19
X 47 120 101 - 17 8
X1 177 212 107 22 8
X1l 107 312 .297 40 7
XIII 201 156 93 70 6
XIv 89 92 81 8 1
Xv 29 56 34 18 0 .

Nasional | 3000 7244 5556 821 140

Sumber: Dit Jen PPh tahun 1995
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Keterangan:

Dari Tabel VI dapat dijelaskan bahwa, sisa awal tahun 1995

secara Nasional berjumlah 3000 (tigaribu) pemochon; “sedang=" " -

kan jumlah wajib pajak yang mengajukan keberatan sebanyak

7.244 (tujuh ribu dua ratus empat puluh empat).

Dari sejumlah pemchon tersebut yang telah diselesaikan
dengan keputusan Kantor Pelayanan Pajak sebanayak 5.556
(lima ribu 1lima ratus lima puluh enam), dengan uraian
kepada Kanwil sebanyak 821 (delapan ratus dua puluh satu)
dan uraian kepada Direktur Pajak Penghasilan sebanyak 140

(seratus empat puluh) pemohon.

Bila dilihat dari banyaknya permohonan keberatan atas’

Pajak Penghasilan yang diterima masing-masing Kanwil pada

tahun 1995, maka akan tampak dalam Tabel VII.




Tabel VII

Permohonan Keberatan PPh tahun 1995

Masing-masing Kanwil (%)

Kanwil - Diterima % ‘
1 392 4.03
I 304 4,19
III 467 6,44
Iv 912 ‘12;58
v 1344 | 18,55
VI 504 6,95
VII 688 9,49
VIII 348 4,80
IX 1328 _ 18,33
X 129 1,78
XI 212 2,92
XII 312 4,30
XIII 156 - _ 2,15
XIV 92 1,27
XV 56 0,77

Nasional 7244 | 100%

Sumber: Data primer yang di olah.

Keterangan.

Dari

Tabel VII di atas dapat diketahui

g2

banyaknya

permohonan keberatan untuk masing-masing Kanwil,

jika
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diambil 5 Kanwil yang paling banyak menerima permohonan
keberatan, maka permohonan keberatan untuk Pajak Penghasi-
lan pada tahun 1995 yang paling banyak berasal dari:

__1;‘Kanwil V (Jakarta Raya Pafipurna II) dengan jumlah 1344

( seribu tiga ratus empet puluh empat) atau 18,55 %
ldari keseluruhan permohonan keberatan PPh yang masuk.

2, Kanwil IX (Jawa Timur) dengan jumiah 1328 (seribu tiga

'fatus dua puluh delapan) atau 18,33 % dari keseluruhan

permohonan keberatan PPh yang masuk

3. Kanwil 1V (Jakarté Raya Paripurna X) dengan jumlah 912

(sembilan ratus dua belas) atau 12,58 % dari keseluruhan.

permohdnan keberatan PPh yang masuk.

4. Kanwil VII (Jawa Barat) dengan jumlah 688 (enam ratus
delapan puluh delapan) atau 9,49 % dari keseluruhan
permchonan keberatan yahg masuk.

‘"5; Kanwil VI (Jakarta raya Khusus) dengan jumlah 504 (lima
ratus empat ) atau 6,95 % dari keseluruban permqhonan
keberatan yang masuk. |

Dari lima Kanwil yang paling banyak menerima permohonan

keberatan tersebut semuanya berada di Jawa (Jakarta, Jawa

Timur, Jawa Barat).
Dari seluruh jumlah permohonan keberatan atas Pajak
Penghasilan pada tahun 1995 tersebut, jika diperinci untuk

masing-masing jenis pajak maka akan tampak pada Tabel VIII




Tabel VIII

Jumlah Keberatan PPh Per jenis Pajak
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Tahun 1995
Kanwil [Keberatan Ditérima Jdenis Kéberatén
PPh Badan|PPh %s 21|PPh 23/26|PPh Pers
I 382 163 47 85 87
II 320 161 39 39 81
IIY 462 237 51 55 119
v 912 451 120 109 232
v 1230 612 183 74 361
VI 512 249 59 97 107
VII 671 361 89 58 163
VIII 332 173 49 28 82
IX 1423 709 139 213 362
X 180 87 31 13 49
XI 201 98 29 27 47
XII 107 52 18 8 29
XIIL 156 79 12 28 37
XIV 99 47 7 15 30
XV 59 26 4 11 18
Nas. 7051 3505 877 860 1809

Sumber: Dit Jen PPh tahun 1995
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Keterangan.

Dari Tabel VIII di atas tampak bahwa jumiah permohonan,
keberatan untuk Pajak Penghasilan tahun 1994 berjumlah 7051
(tujuh ribu lima puluh satu).

Dari keseluruhan jumlah permchonan keberatan tersebut,
maka jenis keberatan untuk PPh Badan'paling banyak jumlahnva,
yéitu 3505 (tiga ribu lima ratus lima) atau 49,70 %, kemudian
disusul PPh Perorangan sebanyak 1809 (seribu delapan ratus
sembilan) atau 25,65 % , PPh Pasal 21 sebanyak 877 (delapan
ratus tujuh puluh tujuh) atau 12,46% dan yang'éaling- sedikit
adalah PPh Pasal 23/26 dengan 860 (delapan ratus enam ppluh)
atau 12,19 . ‘ | '

Sedangkan pelaksanaan @ermohonan keberatan atas Pajak

Pertambahan Nilai tahun 1995 akan tampak dalam Tabel IX.




- Tabel IX

Pelaksanaan Permohonan Keberatan PPN
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Tahun 19985
Kanwil | Sisa awal fermohonan Penyelesian -
1995 Diterima Keputusan|Uraian kepa-|Uraian ke~
i KPP da Kanwil pada DitPPN
I 144 279 266 T 50 17
II 107 82 105 17 16
I1I 60 514 398 48 10
Iv 159 296 183 39 : 47
v 173 547 323 131 - 40
VI 131 417 236 86 S [
VII 115 462 436 62 !g 56
VIII 140 - 714 613 73 b; 37
X 117 483 367 96 L a7
X 17 92 62 24 50
X1 56 1m 141 22 8
X11 97 147 145 35 16
X111 61 173 126 53 12
XIV 34 208 83 11 1
XV 8 50 28 23 2
Nas. 1419 4670 3631 759 392

Sumber: Dit Jen PPN 1995




87

'Keteranganﬁ
Dari Tabel IX dapat dijelaskan bahwa jumlah Wajib Pajak
vang mengajukan keberatan sebanyak 4.670 (empat ribu enam
ratus tujuh puluh). Dari sejumlah pemchon tersebut yang
telah diselesaikan dengan keputusan Kantor Pelayanan Pajak
sebanyak 3.631 (tiga ribu enam ratus tiga puluhsatu),
dengan uraian kepada Kanwil éebanyak 759( tujuh ratus lima
puluh sembilan) dan uraian kepada Direktorat Pajak Pertam-
bahan Nilai sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua)
pémohon..

Bila dilihat dari banyaknya permohonan keberatan yang
‘diajukan oleh Wajib Pajak PPN kepada masing—masing' Kanwil

pada tahun 1995, maka akan tampak dalam Tabel X.




Tabelrx

Permohonan Keberatan PPN tahun 1995

Masing-masing Kanwil (%)

 Kanwil Diterima %

I 279 5,96

| I 132 2,82
111 517 il,O?

v 296 6,33

v 547 11,71

v 417 8,92

VI 462 9,89

©VIIX 696 14,90

IX 483 10,34

| X 92 1,97
| X1 171 3,66
% X1k 147 3,14
XIII 173 3,76

XIV 208 4,45

XV 50 1,07

Nasional 4670 100%

. Sumber: Data primer yang di olah

Keterangan.

88

! Dari Tabel X di atas dapat diketahui banyaknya permo-

honan keberatan untuk masing-masing Kanwil, jika diambil 5
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Kanwil 'yang péling'banyak menerima permohonan keberatan;‘
maka permohonan keberatan untuk Pajak Pertambahan Nilai.
pada tahun 1995 yang paling banyak berasal dari:

1. Kanwil VIII (Jawa Tengah dan DIY) dengan jumlah 696
(enam ratus sembilan puluh enam) atau 14,90 2 dari
keseluruhan permohonan keberatan PPN yang masuk.

2. Kanwil V (Jakarta Raya Paripurna II) dengan jumlah 547
(lima ratus empat puluh tujuh) atau 11,71 % dari keselu—
ruvhan permohonan keberatan PPN yang-masuk

3. Kanwil III (Sumatera Bagian Selatan) dengan jumlah 517
(lima ratus tujuh belas) atau 11,07 % dari keseluruhan

" permohonan keberatan PPN yang'masuk;‘ |

4. Kanwil IX (Jawa Timur) dengan jumlah 482 (empat ratus’
delapan puluh dua) atau 10,34 g dari keseluruhan permo-
honan keberatan PPN yang masuk.

5. Kanwil VII (Jakarta Barat) dengan = jumlah 462 (empat
ratus enam puluh dua) atau 8,89 £ dari keseluruhan
peimohonan keberataﬁ PPN vang masuk.

Dari lima Kanwil yang paling banyak menerima permchonan
keberatan tersebut, empat Kanwil berada di Jawa {(Jawa Tengah
dan DIY, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur) dan satu Kanwil
bérada di luar Jawa, yaitu Sumatera Bagian Selatan.

Dari data yang diperoleh selama tahun 1994 permohonan
Keberatan atas Pajak Penghasilan Sebanyak 7051 (tujuh ribu

lima puluh satu), sedangkan permohonan keberatan atas Pajak
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Pertambahan Nilai sebanyak 4242 (empat ribu dua ratus empat
puluh dua). Kemudian pada tahun 1995, permochonan kebératan
atas Pajak Penghasilan sebauyak %.244 (tujuh ribu dua ratus
empat puluh empat) dan untuk Pajak Pertambahan Nilai sebanyak
4.670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa permohonan Kebera-

tan baik atas Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai

makin meningkat, hal itu disebabkan-olehA karena: 'Kurangnya
pengetahuan Wajib Pajak tentang dasar pengenaan pajak vyang
telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak, -hal ini - menye-
babkan semakin besarnya Wajib Pajak yang kurang puas atau
tidak menerima  Surat ketetapan Pajak tersebut ; Semakin
tajamnya konflik antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal
Pajak, hal  ini disebabkan Wajib Pajak sering berpendapat,
untuk lmembayar pajak itu sekecil mungkin, bahkan kalau perlu

menghiﬂdarkan diri dari dari kewajiban membayar pajak, sedang

Direktur Jenderal Pajak dibebani pemasukan negara dari pajak-

yvang SAnéat besar.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pengajuan dan
peiaksanaan keberatan adalah pertama : pemohon kurang lengkap
melampirkan bukti~-bukti yang memperkuat alasan-alasan yang
dicaﬁtumkan dalam Surat Keberatannya, maka upaya pemecahannya
adaiaﬁ ﬁéntor PelayanannPajak kemudian memberi tahu Wajib
Pajak atau Pengusaha Kena Pajak untuk melengkapi bukti-bukti

vang diperlukan, jika dalam waktu tiga bulan mereka tidak
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dapat melengkapi persyaratan tersebut, maka  Surat keberatan
akan diproses tanpa sebagian bukti-bukti vyang diminta,
sehingga alasanfalasan yvang dibuat tanpa bukti-bukti tersebut,
tidak dipertimbangkan lebih lanjut. kedua, Pemohon - keberatan
belum akan membayar pajak yang ditetapkan dalam Surat
Ketetapan lPajaknya, selama keputusan permohonan keberatan
belum ada keputusan. Untuk méngatasi hal itu, maka selama
pajak wyang terhutang belum dilunasi oleh pemchon, kepadanya
akan dikenai denda 2 2 (dua prosen) setiap bulannya dan terus
berlangsung selama-lamanya dua puluh empat bulan (dua tahun),
dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau bagian tahun pajak
" atau tahun pajak sampéi dengan diterbitkannya Surat Tagihan
Pajak (STP). Jika permchon keberatan mengajukan banding kepada
Majelis Pertimbangan Pajak dan tetap belum membayar pajak yang
terutang, setelah waktu dua puluh empat bulan yang ditentukan
sesuai dengan Pasal 14 ayat (3)_Undang—undang No. 9 tahun
1994, maka dikeluarkan Surat Tagihan;Pajgk kepadah}a. Surat
Tagihan Paﬁak tersebut mempUn&ai kekuatan hﬁkum vang séma
deﬁgan Surat Ketetapan Pajak. Prosedur penagihan dapat
dilakukan oleh seksi penagihan dari Kantor Pelayanan Pajak.
Ketiga, kurangnya pengetahuan dari Wajib Pajak atau .Pengusaha

Kéna Pajak tentang tata cara pengajuan keberatan.
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B. Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Banding

Seperti diuraikan diatas bahwa Wajib Pajak , Jika

Wajib Pajak tidak menerima Surat Keputusan Direktur

Jenderal Pajak atas suatu keberatan yang diajukan, maka

ia dapat mengajukan permchonan banding. Sedangkan ‘tata -

cara pengajuan permohonan banding adalah . sebagai

berikut:

1.

Pengajuan Banding .terhadap Surat Keputusan Keberatan
Banding Keberatan diajukan - kepada ' Majelis

Pertimbangan Pajak (MPP) yang beralamat di jalan Cut

‘Muetia No.7 Jakarta. Banding keberatan ini diajukan

dalam Jjangka waktu 3 (tiga) bulan séjak. tanggal
keputusan ditetapkan. Batas waktu 3 (tiga) bulan ini
dihitung dari tanggal ketanggal, yaitu sehari setelah

taﬁggal Surat Keputusan diterbitkan sampai dengan

" tanggal sﬁrat permohonan Banding Keberatan diterima

Majelis Pertimbangan pajak.

Majelis Pertimbangan Pajak akan mengirim surat
permintaan Uraian ‘BanQing kepada yang befwenang.
Dalam hal ini adalah kepada Kepala Kantor Wilayah
atag nama Kepala kantor Pelayanan Pajak vang
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan teréebut;r “

Majelis Pertimbangan Pajak mengirimkan surat

permintaan Uraian Banding ke Kantor Pusat vang
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kemudian meneruskannya ke Kantor Wilayah vang
bersangkutan, dengan dilampiri salinan Surat Permoho-
nan Banding Wajib Pajak. Kemudian guna membuat Uraian

Banding tersebut, Kepala Kantor Wilayah meminta

berkas dan data-data ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

vang menerbitkan Sq;gg_ggpuih;;n, faitu berupa:
~ Berkas Wajib Pajak yang_mengajukan Banding,
- Uraian keberatan semula,
- Dan Uraian banding yang dibuat oleh Kantor Pela-
yanan Pajak

Kantor Paiayanan Pajak harus segera mengirimkan
ke Kantor Wilayah yang bersangkutan afas-éemua data
yvang diminta. Dengan data yang dikirimkan tersebut,
- Kantor Wilayah membuat uraian Banding vyang diminta
dan segera mengirimkannya'ke Majelis Pertimbangan
Pajak beserta berkas pendukuﬁgnfa.

Setiap Sﬁrét urq;ah banding yang dikirim oleh
Kantor Wilayah, tindasannya disampaikan kepada
Direktur Pajak Penghasilan atau Direktur Pajak

Pertambahan Nilai beserta lampirannya untuk dipakai

sebagai bahan sidang perkara Banding di Kantor

Majelis Pertimbangan Pajak, oleh pejabat dari
Direktur Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan
Nilai dengan di lémpiri antara lain :

.- Surat Permohonan Banding,
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- Nota Perhitungan Ketetapan Pajak,

—- Surat Ketetapan Pajak beserta Nota Perhitungannya,

- Surat Keberatan yang dibubuhi tanggal, tanda terima
"dari kantor Peiayanan Pajak yang bersaﬁggkutah,

- Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Mésa Pajak
Penghaéilan dan Pajak Pertambahan Nilai beserta
laporan keuangannya,

- Surat Keputusan Keberatan,

- Uraian Penyelesaian Keberétan,

- Bukti—bukti pendukung méngenai hal-hal yvang diper-

sengketakan.

Prosedur Penyelesaian Banding Kantor Pelayanan Pajak

'Adapun uraian prosedur penyelesaian Banding

Keberatan di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai‘

berikut:

- Kasi keberatan menerima tindasan surat permohonan
Banding dan permintaan uraian Banding dari Xantor
Wilayah afau Kepala‘Kaﬁtor Pelayanan‘Pajak melalul
Sub Bagian Taté Usaha, meneliti kelengkapannya,
memberi disposisi dan menefuékan peda Kasubsi
Keberatan untuk diproses_lébih lanjut. i

- Kasubsi Keberatan menerima, meneliti tindasan surat
permohonan dan permintaan pembuatan Uraian Banding,

dan meneruskannya kepada petugas Tata Usaha.

- Petugas Tata Usaha menerima tindasan permohonan
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Banding dan permintaan pembuatan Uraian Banding,

mencatat dalam buku agenda uraian masuk dan dalam

buku register permintaan Uraian Banding; atas:

keputusan Keberatan yang diterbitkann Kepala Kantor
Pelayaﬁan Pajak dén meneruskannya kepada petugas
penghitung,

Petugas penghitung, meminjam berkas/data~data
Pengusaha Kena Pajak dan méngcopynya,.-selanjﬁtnya
membuat konsep Uraian Banding dan ﬁeneruskan beser-
ta_ berkasnya kepada Kasubsi Keberatan,‘ tindasan
surat - permohonan Banding dan permintaan Uraian
Banding beserta dokumen pendukungnya diteruskan ke
Kantor Wilayah sebagai bahan pembuatan Uraian
banding dengan surat pengantar,

Kasubsi Keberatan menerima, meneliti, memaraf dan
meneruskan Konsep Uraian Banding beserta berkas
Wajib Pajak kepada Kasi Keberatan. )

‘Kasi Keberatan mederima, meneliti, memaraf, -dan

meneruskan konsep Uraian Banding beserta berkasnya‘

- kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

Kepala kantor Pelayanan Pajak menerima, meneliti,
memaraf dan meneruskan —konsep Uraian Banding
beserta berkasnya kepada petugas Tata Usaha pada
seksi Keberatan melalui Kasi/Kasubsi Keberatan

untuk diketik.
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Petugas tata usaha menerima konsep Uraian Banding,

memberi nomor/tanggal surat pengantar, mencatatnya

dalam register permintaan Uraian Banding, mengetik

konsep Uraian banding/surat pengantar dalam rangkap

3 {tiga) dan meneruskannya kepada késubsi

Keberatan, |

Kasubsi Keberatan menerima, meneliti, memaraf

konsep Uraian banding/surat pengantar dan méneruskan

kepada Kasi Keberatan,

Kasi Keberatan menerima, memaraf konsep Uraian

banding dan surat pengantar dan meneruskannya
kepada Kepala Kantbf Pelayanan Pajak,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima,' menanda
tangani konsep uraian Banding/surat pengantar dan
meneruskannya kepada petugas tata usaha melalui
kasi/Kasubsi Keberatan,

Petugas Tata Usaha ‘menerima "konsep Uraian
Banding/Surat pengantar, selanjutnya mengirimkan
kbnsep Uraian Banding (aslinya) dan "dokumen
pendukungnya beserta surat pengantar ke kantor
Wilayah melalui Sub bagian tata usaha dengan buku
ekspedisi, lembar lainnya untuk berkas dan arsip
seksi keberatan.

Kasi Keberatan ménerima tindasan Surat Keﬁuﬁusan

Banding beserta berkas (kalau ada) dari Kepala
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Kantor Pelayanan Pajak melalui Sub Bagian tata
usaha, memberi disposisi dan meneruskan kepada
pretugas tata ﬁsaha melalui Kasubsi keberatan,

- Petugas: tata usaha menerina findasan -Surat
Keputusan Banding, mencatatnya dalam buku égendé

Surat Masuk, dan meneruskannya:

Lem?ar ke-1 kepada Kantor Wilayah

il

Lembar ke-2 dan ke~3 ke Seksi Tata Usaha
beserta berkas (kalau ada) dengan buku ekspedisi,

= Lembar ke-4 arsip. Seksi Keberatan.

3. Prosedur Pembuatan Surat Permintaan Kelengkapan Data
Perpajakan Dalam Rangka Pembuatan Uraian . Pemandangan

Atau Konsep Uraian Banding

AT T N o 2 | o4
(AR SATS - waf Tl

Dalam pembuatan UraianvPemandangan atau konsep
Uraian banding diperlukan data-data untuk kglengkapan
pembuatannya. Adapun Proses kerjahya adalah sebagai
berikut:

- Petugas 'pepghitung seksi keberatan, menerima

» keberatan mélalui Kasubsi Keberatan yang bersangku-
tan untuk membuat konsep surat permintaan kelengka-
pan data Perpaiakan dan meneruskanhya kepada
Kasubsi Keberatan, B

— Kasubsi keberatan menerima, meneliti, memafaf dan
meneruskan konsep surat permintan kelengkapan data

perpajakan kepada Kasi Keberatan,
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Kasi Keberatan menerima, meneliti, memaraf dan
meneruskan konsep surat permintaan kelengkapan data
perpajakan kepada Kepala Kantor Pelayanan pajak,
Kepala KXantor Pelayanén Pajak menerima, meneliti,
memaraf dan meneruskan Akonsep surat permintaan
kelengkapan data perpajakan kepada. kepala Kantor
Pelayanan Pajak,

Kantor Pelayanan pajak menerima, meneliti, memaraf
dan meneruskan konsep surat permintaan kelengkapan
data perpajakan kepada petuéas tata Usaha pada
seksi Keberatan melalui Kasi/Kasubsi keberatan,
Petugas tata Usaha menerima konsep surat permintaan
kélengképan data perpajakan. perpajakan memberi
nomor/tanggal dan mencatatnya dalam buku agenda
surat keluar, mengetik dalam'rangkap 2 {d8ua) dan
meneruskannya kepada Kasubsi Keberatan,

Kasubsi Keberatan menefima, meneliti, memaraf dan
lmeneruskan surat kelengkapan permintaan data
pérﬁéjakan kepada Kasi Kébaratan,'~ 7
Kasi keberatan menerima, memaraf dan meneruskan
surat permintaan keiengkapan data perpajakan kepada
Kepala kantor pelayanan pajak,

Kepala kantor Pelayén Pajak menerima, menanda
tangani dan meneruskan surat permintaan kelengkapan

data perpajakan, kepada petugas Tata Usaha melalui
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. Kasi/Kasubsi Keberatan,

~— Petugas tata Usaha menerima surat permintaan ke-
lengkapan data perpajakan, mengirimkan atau
meneruskannya:

= Lembar ke-1 kepada Wajib pajak.melalui Suvh bagian
tata usaha dengan buku ekspedisi

= Lembar ke-2 arsip Seksi Keberatan,

4. Tata Cara Pembuatan Uraian Banding
Isi Uraian Banding dibagi 6 (enam) materi pokok,
vaitu:
a) Umum
Hal-hal yang dikemukan disini adalah identitas dari
pemohon Banding, dan tanggal surat peérmintaan banding
dari Majelis Pertimbangan Pajak, nomor dan tanggal
surat permohonan Banding +terhadap Keputusan
Keberatan.
b) Ketentuan Formal
-Hal-hal yang aiuraikan disini antara lain adalah:
- Nomor dan tanggal serta isi surat Xeputusan atas
permohonan keberatan wajib pajak,
- Tangéal surat Wajib Pajak dan tanggal diterimanya
di Majelis - Pertimbangan Pajak serta tanggal
diterimanya permohonan Banding tersebut,

i ~ Kesimpulan apakah surat permohonan Banding memenuhi
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ketentuan formal atau tidak, sehiﬁgga Banding dapat
dipertimbangkan lebih lanjut, (apabila permohonan
Banding te;nyata tidak memenuhi ketentuan formal,
agar dilampirkan copy dari bukti-bukti yang memuat
tanggal-tanggal kronologis yvang menunjukkan, bahwa
permohonan Banding tidak meﬁenuhi ketentuan formal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 Undang-
Undang nomor_Q tahun 1994).
¢) Uraian mengenai lketetapan pajak, Surat keberatan
Wajib Pajak dan Keputusan Keberatan
Hal-hal yang diuraikan antara lain:
71). Ketetapan semula
.Uraian mengenai jenis ketetapan Surat KXetapan
Pajak, masa dan tahun éajak, nomor ketetapan dan
tanggal penerbitan, dan dasar penerbitan
(pemeriksaan buku/penelitian/verifikasi lapangan

atau lainnya) vang memuat antara lain:

-~ Perbandingan Perhitunéan atas Pajak Penghasilan ’

atau Pajak Pertambéhan Nilai terhutang menurut
SKP Wajib Pajak dan menurut Pemeriksa, Jjumlah
koreksi yang dilakukan Pemeriksa,

- Alasan dilakukanﬁya koreksi (setiap 'koreksi
harus diberikan penielasan),

- fajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai

setelah dikoreksi
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- Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai
kurang atau lebih bayar,

- Sanksi administrai,

- Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai
yang masih harus atau lebih dibayar.

Uraian mengenai Surat Keberatan Wajib pajak.

Hal-hal yang diuraikan antara lain:

Nomor dan tanggal Surat keberatan,

- Tanggal diterimanya Surat Keberatan Wajib pajak
di Kantor Pelayanan Pajak,

- Apakah Surat keberatan tersebut memenuﬂi syarat
formal atau tidak,

- Uraian secara rinci dan ringkas sanggahan Wajib
pajak dalam Surat Keberatannya beserta perhi-
tungan Pajak Pertambahan Nilai mepurut Waiib
Pajak.

Keputusan Atas Keberatan

Hal-hal yang diuraikan antara lain:

- Nomoxr daﬁ tanggal Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak,

- Isi Surat Keputusan menolak atau menerima
sebagian/men;rima seluruhnya permohonan Wajib
pajak,

- Alasan—-alasan yang digunakan sebagai alasan

dalam memberikan Keputusan Keberatan (uraian




a)

102

ini dijelaskan butir demi  butir  secara

ringkas),

- Apabila ketentuan formal tidak dipenuhi, supayar

diuraikan bahwa dasar keputusan. adalah tidak
terpenuhinya ketentuan formal,
- Penghitungan Pajak .Pertambahan Nilai sesuai
dengan Keputusan Direktur Jenderal.Pajak;
Alasan Permchonan Banding
Dalam bagian ini diuraikan secara rinci dan ringkas,

alasan dan atau bukti-bukti yvang dikemukakan wajib

pajak - sesuai dengan surat permohonan Banding yang.

‘bersangkutan.

Tanggapan atas permohonan Banding

Dalam bagian ini antara lain diuraikan -mengenai
) ' *
tanggapan Direktur Jenderal Pajak terhadap alasan-

.alasan, data, atau bukti-bukti baik yang lama ataupun

yang baru yang dikemukakan Wajib pajak dalam permoho-

nan banding yang'diufaikan satu persatu seSuai vang

dikemukakan pemohon dalam permcohonan Bandingnya.
Dalam hal keputusan formal tidak dipenuhi, maka
tanggapan atas alasan-alasan permohonan Banding harus
dibuat. |

Dalam membuat tanggapan hendaknya diperhatikanr hal-

hal sebagai berikut:

- Setiap hal yang disanggah oleh pemohon Banding,




103

supaya ditanggapi baik tanggapan itu mengakuir

kebenaran sanggahan pemohon Banding maupun tangéé—
pan itulmenolak (tidak. mengakui kebenaran) sangga-
han pemohon Banding. Tanggapan agar dibuat sétu
persatu, dengah urutan yang sama dan secara
1angéung serta katagoris mengenéi hal-hal vyang

dikemukakan pemohon Banding dalam surat permochonan

Bandingnya. Tanggapan itu harus mengenai semwa hal’

vang menyangkut perkara,. pendapat mengenal semua
fakta vang dikemukakan pemohon Banding dikemukakan
secara tegas, ringkas, tetapi jelas.

Pihak- yang menyatakan sesuatu, apabila disangkal

cleh pihak lainnya harus membuktikan kebenaran

pernyataannya, kecuali apabila menurat penalaran

vang sehat pihak lainnya itu lebih mudah
membuktikan ketidakbenaran = dari pernyataan

lawannya.

Didalam .sistem perpajakan yang berlaku sekarang °

ini, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban-
kewajiban formalnya sedemikién rupa sehingga pihak
Direktur Jenderal Pajak terpaksa menghitung
besarnya hutang-pajak berdasarkan informasi yang
minim atau tanpa informasi sama sekali, maka vyang
berkewajiban untuk membuktikan sebaliknya adalah

pemohon,
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- Pernyataan-pernyataan mengenai suatu fakta, apabila

tidak dibantah oleh pihak lainnya akan dianggap
benar oleh Majelis,

Pernyataan-pernyataan mengenai hukum, majelis -akaﬁ'
menenfukan pendiriannya sendiri 1 (independen);
bahkan walaupun tidak terdaﬁat perbedaan pendapat
antara Direktorat Jenderal Pajak dengah 'pemohon,‘
Hal tersebut sesuéi dengan prinsip yvang dianut oleh
Majelis bahwa ia menafsirkan bunyi Undang-undang -
menurut keyakinannya sendiri,

Baik pemchon maupun Direktorat Jénderal-Pajak dapat
mengemukakan alasan~alasan maupun fakta-fakta baru
yang tidak dikemukakan pada tingkat Keberatan.
Apakah Majelis akan meholak atau memberi alasan

atau fakta baru tersebut tergantung pada_ logis
tidak alasan atau kebenaran fakta tersebut,

Majelis berpegang pada azas material, olgh karena

itu penggunaan . istilah terteéntu tidak akan

berpengaruh, dan juga tidak adanya NPWP tidak

menghilangkan kewajiban. pemchon untuk memenuhi
kewajiban yang diwajibkan oleh Undang—Updang,
Penolakan atas pembukuan harus berdasarkan alasan
yvang kuat dan mendasar.

Apabila Direktorat Jenderal Pajak menetapkan bahwa

pembukuan permohonan Banding tidak lengkap, Majelis
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menghendaki agar dalam Uraian Banding disebutkan
buku apa saja yang sewajarnya dibuat oleh pemohon
; : dan hendaknya secara tegas pula buku apa yang tidak
; : dibuat ‘oleh pemohon, tetapi apabila dari bukti-

bukti lain dapat diketahui/dihitung besarnya

! : sesuatu fakta yang dikehendaki dan itu bukan/tidak

dapat dipakai oleh pemchon untuk mengecilkan pajak

yang terhutang, maka Majelis akan menganggap sesuai
P | : Pasal‘ZS Undang-undang nomor 9 tahun 1994.
Apabila direktur Jenderal Pajak‘.menyatakaﬁ “bahwa
pemchon tidak bersedia - mempérlihatkan/ﬁenyerahkan
pembukuan untuk diperiksa, Majelis menghendaki agar
pernyataan itu diaukung dengan bukti-~bukti buku apa
saja yang sewajarnya ada pada pemchon tetapi oleh
pemohon tidak diserahkan kepada pemeriksa,
- Penetapan yang menyimpang dari SKP/tidak mengakui
kebenaran déta yvang disebutkan dalam SKP, harus
. didasari alasan yang kuat, misalnya karena tidak
sesuai dengan hasil pemeriksaan buku/pemeriksaan
setempat atau sekurang-kurangnya berdasarkan

keterangan lain. Majelis pada dasarnya tidak

' membenarkan cara menaksir peredaran (omset) dengan
cara menyetahunkan peredaran dalam suatu masa/hari. -
f) KXesimpulan dan usul

Dalam bagian ini antara lain diuraikan:
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1) Kesimpulan
Kesimpulan berupa:

~ Surat permchonan Banding memenuhi/tidak memenuhi

ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 27
ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 9 +tahun

1994 (dikemukakan sebab-sebabnya),

- Alasan-alasan yang dikemukakan pemohon Banding

benar/ sebagian tidak benar/tidak benar (dikemu-
kakan sebab-sebabnya),

Perhitungan pajak oleh Pemohon Banding seluruh-
nya benar sebagian tidak benar/seluruhnya tidak

behar (dikemukakan sebab-sebabnya).

2) Usul

Usul dapat berupa:

- Usul agar majelis Pertiﬁbangan Pajak tidak

mempertimbangkan data atau tidak menerima
permohonan Banding; dalam hal surat permchonan
tidak memenuhi ketentuan formal,

Usul agar Majelis Pertimbangan Pajak tidak
mempertimbangkan'permohonan Banding Wajib Pajak
atau menolak dan mempertahankan keputusan atas
keberatan yang dikeluarkan ;oleh Direktur
Jenderal Pajak, apabila Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pajak diterbitkan berdasarkan

permohonan Wajib Pajak yang tidak memenuhi
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persyaratan formal,

- Usdl agar Majelis Pertimbangan Pajak menolak
permohonan Banding dan tetap - mempertahankan
keputusén, atas keberatan yang diterbitkan
Direktur Jenderal . Pajak dalam hal surat
permohonan Banding memenuhi ketentuan formal,
tetapi alasan-alasan, dan atau bukti  vang

é dikemukakan Wajib pajak tidak benar, dan atau

perhitungan pajak ocleh Wajib pajak tidak benar,
- Usul agar permohonan banding dipertimbangkan
sesuai dengan alasannya. (Uraian Banding yang
dikirim ke Majelis Pgrtimhangan Pajak tidak
boleh dalam bentuk formulir yang diisi tetapi
merupakan suatu Uraian Banding yang utuh).
Sebelum memberikan putusan atas permchonan

Banding, | Majelis Pertimbangan Pajak berhak untuk

‘meminta keterangan dari para ahli, juru bahasa dan

pegawai yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. ‘Para

ahli, juru bahasa dan pegawai'tersebﬁf harus melakukan
sumpah sebelum memberikan keterangan.

Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak atas Banding
dapat berupa : - |

a. Menyatakan tidak dapat menerima atas surat permohonan

Banding, karena +tidak memenuhi ketentuan formal,

misalnya surat permohonan Banding diajukan setelah
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lewat waktu yang ditentukan;
b. Menolak suraﬁ permochonan Banding;
c. Menerima sebagian surat permohonan Banding;
d. Menerima seluruh surat permohonan Banding:
e. Menyatakan dirinva tidak berwenang memberi putusan.
Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak tersebut, tidak
dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung, karena vang
dapat dimintakan kasasi adalah keputusan yang diambil dalam
lingkungan peradilan biasa, dan bukan merupakan suatu
putusan vyang terletak dalam iapangan' hukum khusus atau
lapangan Hukum Administrasi Negara { Rochmad Soemitro,
1976:135 ). Sedangkan putusan Majelis Pertimbangan Pajak

adalah putusan dalam lapangan Hukum Administrasi Negara,

oleh karena itu Mahkamah Agung tidak berwenang untuk

menilai keputusan Majelis tersebut ( Bohari, 1993:146 ).

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berhubungan
dengan tata cara pengajuan permohonan banding, maka
masalah yang tiﬁbul dalam hal ini adalah:

1. Lamanya proses penyelésaian permohonan Banding yang

memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan tidak

adanya ketentuan hukum mengenai jangka waktu penye-
‘lesaian banding. -

2 Informasi kepada Wajib Pajak tentang hal-hal yang ber-
kaitan dengan upaya mengajukan permchonan banding

kurang begitu banyak.
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Berdasarkan hasil penelitian vyang dilakukan pada
Majelis Pertimbangan Pajak, maka pelaksanaan mengajukan
banding pada tahun 1994 dan tahun 1995 akan tampak dalam

" Tabel XI-XIII berikut ini:

Tabel XI

Surat Permohonan Banding.

Tahun 1994
_ Bulan Sisa Awal Surat Permohonan Banding

1994 Diterima |Disidangkan Ditunda Diputus
Januari 2.817 139 : 98 31 67
Februari - | 2.889 47 195 52 143
Maret 2.793 - 90 127 -31 96
Bpril 2,887 " 161 160 51 109
Mei 2.839 119 0 _ -0 0
Juni 2.958 117 91 35 56
Juli 3.019 140 196 .84 112
AguStﬁs 3.047 188 201 81 | 120
September| 3.115 170 204 95 109
Oktober 3.224 135 199 ‘ 62 137
Nopember -3.222 147 - - 205 - 82 123
Desember | 3.236 123 | 161 70 391
L- 3.236 1.576 1.837 674 1.163

Sumber : MPP tahun 1994
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Dari Tabel XI tersebut dapat dilihat bahwa pada £ahun
1994, sisa awal éurat Permohonan Banding sebanyak 2.817 (dua
ribu delapan ratus tujuh belas) kasus, MPP meneTima Surat
Permohonan Banding sebanyak 1.576 (seribu lima ratus tujuh
buluh enémj kasus, yang disidangkan 1,837_ (seribu delapan
ratus tiga puluh tujuh) kasus, ditunda 674 (enam ratus tujuh
puluh empat) kasus, dan vang diputus 1.163 (seribu seratus
enam puluh tiga) kasus,l |

Sedangkan apabila diperinci Surat Permohonan banding
pér jenis Pajak pada tahun 1994 maka akan tampak dalam Tabel
XII‘berikut:‘ |




Tabel XII

Surat Permohonan Banding Perjenis Pajak

Tahun 1994

111

(Seribu empat ratus enam puluh lima), yang terdiri dari PPh

g e

Bulanl Surat Permohonan Banding Jumlah |
PPh: B4 {PPh Ps 21 PPh PPh PPN
Ps 23/26 |perseorang
Januari 49 6 8 31 67 161
Februari 31 7 4 39 18 98
Maret 31 4 10 30 g 113
April 17 6 2 15 69 - 109
Mei 45 2 5 30 47 127
Juni 36 10 9 21 28 104
Juli 47 4 11 31 68 161
Agustus 38 7 2 7 84 138
|september| 31 4 7 18 71 131
Oktober 41 6 13 9 63 132
Nopember 30 5 6 6 54 101
_ Desembérv 33 8 5 14 29 89
427 69 82 251 636 1465
Sumber: MPP tahun 1994
Dari Tabel XII dapat dijelaskan bahwa permohonag
Banding ke Majelis Pertimbangan Pajak, Khusus Pajak
fenghaéiiéh dan Pajak Pertambahan _Nilai sebanyak‘ 1465
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Badan sebanyak 427 (Empat ratus dua puluh tujuh); PPh Pasal
21 sebanyak 69 (Enam puluh sembilan); PPh Pasal 23/26

sebanyak 82 {(Delapan puluh dua); PPh Perseorangan sebanyak

251 (Dua ratus lima puluh satu) dan PPN sebanyak 636 (Enam

ratus tiga puluh enam).

Seperti diuraikan dalam Tabel XI-dan Tabel XII, jumlah
Surat Permohonan Banding vyang diterima pada tahun 1994
sebanyak 1.576 - kasus, sedangkan jumlah Surat Permohonan
Banding khusus Pajak Penghasilan dan Pajak-Pertambahan Nilai
sejumlah 1465,‘sehingga masih ada 111 kasus yang terdiri dari
Surat Permohonan Banding PBB dan SPT.

Sedangkan Wajib Pajak fang mengajukan Banding pada

tahun 1995 tampak dalam Tabel XIII berikut ini:
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Tabel XIII

Surat Permohonan Banding

Tahun 1995
Bulan Sisa Awal Surat Permohonan Banding

199 Diterima (Disidangkan Ditunda | Dipuﬁus
Januari | 3.230 111 159 49 110
Februari | 3.231 85 183 81 102
Maret 3.214 105 106 | 55 51
April 3.268 146 170 75 o
Mei - 3.319 98 219 97 122
juni 3.295 123 230 105 125
Juli - - | 3.293 | 118 202 - 84 118
Agustus 3.293 113 244 129 115
September| 3.291 128 229 o130 99
Oktober 3.320 101 218 87 131
Nopember | 3.290 107 299 133 116
Desember | 3.281 147 172 » 79 93

3.281 1.382 2.381 1.104 | 1.277

Sumber : MPP tahun 1995
Dari Tabel XIII tersebut dapat dilihat bahwa pada

tahun 1995, sisa awal Surat Permohonan Banding sebanyak 3.230
(tiga ribu dua ratus tiga puluh), MPP menerima Surét VPermo—
honan banding sebanyak 1.382 (seribu tiga ratus delapan puluh

'dua) kasus, yang disidangkan 2.381 (dua ribu tiga ratus
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i

delapan puluh satu) KYasus, éitunda 1.104 (seribu seratus
empat) kasus, dan yang diputus 1.277 (seribu sua ratus tujuh
puluh tujuh) kasus. -
Sedangkan apabila diperinci‘Surét Permohonan banding
é per jenis Pajak pada tahun 1995 maka akan tampak dalam Tabel
: XIV berikut: |
Tabel XIV

Surat Permohonan Banding Perjenis Pajak

Tahun 1995
Bulan | - | Surat Permohonﬁn Banding Jumlah
PPh.Bd |PPh Ps 21| PPh ~ PPh PPN
, Ps 23[26 perorangan| - -
j Januari 31 7 | 4 21 41 | 104 g
% Pebruari 38 4 12 . 9 .15 78 é
é Maret 42 10 3 14 23 | 92 E
April 31 2 11 23 72 | 138 |
Mei 39 5 8 9 23 -84 é
Juni. | 50 11 | 7| 11 28 108 | :
Juli | 36 9 3 20 27 95 |
Agustus 44 3 4 14 33 98 %
September| 18 .6 8 15 59 106
" Oktober | 32 14 11 6 23 | 86
Nopember| 32 5 9 19 36 101 i
Desember| 51 5 ' 16 8 54 134 :
444 81 | 96 169 435 1225

Sumber : MPP tahun 1995 - |



Dari Tabel XIV dapat dijelaskan bahwa permohonan Banding

ke Majelis Pertimbangan Pajak, Khusus Pajak Penghasilan dan
Pajak Pertambahan Nilai sebanyak 1.225 (Seribu dua ratus dua
puluh lima), yang terdiri dari PPh Badan sebanyak 444 (Empat
ratus empat puluh empat); PPh Pasal 21 sebanyak 81 (Delapan
puluh satu); PPh Pasal 23/26 sebanyak 96 (Sembilan puluh
enam); PPh Perseorangan sebanyak 169 (Seratus enam puluh
sembilan) dan PPN sebanyak 435 (Empat ratus tiga puluh lima) .

Seperti diuraikan _dalam Tabel XIII dan Tabel XIV,

jumlah Surat Permohonan Banding yang diterima pada tahun 1995

sebanyak 1.382 kasus, sedangkan jumlah Surat Permochonan
Banding khusus Pajak Penghasilan dan Pajak Pértambahan Nilai
sejumlah 1225, sehingga masih ada ;57 kasus yvang terdiri dari
Surat Permohonan Banding PBB dan SPT.

Dari data vyang diperoleh, Surat Permohonan . Banding
pada tahun 1994 sebanyak 1.576 kasus (Tabel XI), sedangkan
Surat Permohonan Banding. pada tahun 1995 sebanyak 1.382 kasus
{Tabel XIII). Dengan demikian térdapat penurunan permohonan
Banding kepada Majelis Perxrtimbangan Pajak. Hal ini disebabkan
oleh : Pertama, Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak makin
puas terhadap putusan keberatan yang diberikan oieh Direktur
~Jenderal Pajak. Ke-dua, kurang tajamnya konflik antara Wajib
Pajak atau Pengusaha Kena Pajak dengan Direktur Jenderal

Pajak.
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Dari Tabel XIV dapat dijelaskan bahwa permohconan. Banding

ke Majelis Pertimbangan Pajak, Khusus Pajak Penghasilan dan

Pajék Pertambahan Nilai sebanyak 1.225 (Seribu dua ratus dua

puluh lima), vang terdiri dari PPh Badan sebanyak 444 (Empét :

ratus empat puluh empat); PPh Pasal 21 sebaﬁyak 81 (Delapan

puluh satu); PPh Pasal 23/26 sebanyak 96 (Sembilan puluh
enam); PPh Perseorangén sebanyak 169 (Seratus enam puluh
sembilan) dan PPN sebanyak 435 (Empat ratus tiga puluh 1ima)f

‘Seperti diuraikan dalam Tabel XIII dan Tabel XIV,
jumlah Surat Permohonan Banding yang diterima pada tahun 1995
sebanyak 1.382 kasus, sedangkan “jumlah Surat Permochonan
Banding khusus Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai
sejumlah 1225, sehingga masih ada 157 kasus yang terdiri dari
Surat Permohonan Banding PBB dan SPT.

Dari data ﬁang diperoleh, Surat Permohonan Banding
pada tahun 1994 sebanyak 1.576 kasus (Tabel XI), sedangkan
Surat Permochonan Banding pada tahun 1995 sebanyak 1.382 kasus
(Tabel XIII). Dengan demikian ‘terdapat pénurunan jumlah
permohonan Bénding kepada Majelis Pertimbangan Péjak. Hal ini
disebabkan oleh : Wajib Pajak atau‘Pengusaha Kena Pajak telah
menerima atas putusan keberatan yang diberikan oleh Direktur

Jenderal Pajak.
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C. Permasalahan Dalam Pembentukan Badan Peradilan Pajak

Di Indonesia.

Pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan sebagal

dukungan dari pembangunan nasionhal pada waktu sekarang dan-

akan datang diharapkan akan dapat menggantikan penerimaah

pemerintah dari pinjaman luar negeri. Oleh karena itu.

sengketa dalam bidang perpajakan diserahkan pada suatu
badan peradilan khusus, dalam hal ini adalah Badan
Peradilan Pajak (BPP) vyang akan dibentuk berdasarkan
Undang-undang.

Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-
undang Nomor 9 tahun 1994 yang isi selengkapnya -sebagai

berikut:

(1). Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada

badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai
keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pajak.

(2). Sebelum badan peradilan pajak sebagai dimaksud pada .

ayat (1) dibentuk, Permohonan banding dapat diajukan
kepada Majelis Pertimbangan Pajak, yang putusannya

bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

" {3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

diajukan secara tertulis dalam bahasa - Indonesia,

dengan alasan yang jelas dalam waktu tiga bulan sejak
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keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat
keputusan tersebut.

(4). Putusan badan peradilan pajak merupakan putusan akhir
dan bersifat tétap;

(5). Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban
membéyar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

(6). Susunan, kekuasaan, dan acara. badan peradilan pajak
sebagal dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang—
undang.

Memang , dalam Pasal 27 UU No.9 tahun 1994 ini

)
dimunculkan suatu lembaga peradilan yang sebelumnya tidak
dikenal, yaitu adanya Badan Peradilan Pajak, yang susunan,
kekuasaan, dan acaranya masih akan diatur dengan undang-
undang. Putusan Dbadan -peradilan pajak ini merupakan
putusan akhir dan bersifat tetap. Kesimpulan yang dapét

diambil ialah, bahwa terhadap putusan badan peradilan

pajak tersebut +tidak dapat diajukan upaya Banding pada

Peradilan -Tata Usaha Negara, dan tidak dapat .digolongkan

sebagai upaya administratif.

Pembentukan Badan Peradilan Pajak ini menimbulkan
permasalahan yang perlu ﬁendapat-penilaian darirsegi hukum
baik Tata Negara maugun Pemerintahan {Administrasi), dan
dari segi keadilan bagi masyarakat wajib pajak.

Badan Peradilan merupakan lembaga yang masuk dalam




Kekuasaan KXehakiman. Tentang .KekuaSaan kehakiman ini
dasarnya telah dicantumkan dalam Pasal 24 UUD 1945, yéng
isi selengkapnya adalah: | |
(1) Kekuasaan kehakimaﬁr diiakukan oleh‘ sebuah Mahkamah
Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-
undang.
(2) Susunan dah Kekuasaan badan—badan kehakiman itu diatur
dengan undang-undang.
Dalam Penjelasannya dinyatakan béhwé: -~ Kekuasaan

Kehakiman ialah'Kekuasaan vang merdeka, artinya terlepas

‘dari kekuasaan pemerintah. Atas dasar ketentuan tersebut

sekarang telah ada Undang-undang yang mengatur tentang
Kekuasaan Kehakiman tersebut, ialah UU No.l1l4 +tahun 1970
tentang Ketentuan-ketantuan Pokok Kekuasaan kehakiman.
Pada Pasal 10 diterftukan:
{1) Kekuasaan Kehakimén dilakukan oleh Pengadilan dalam
lingkungan:
a. Peradilan_Umﬁm;
b. Peradilan Agama;
c. Peradilan Militer;.
d. Peradilan Tata Usaha Negara.
(2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negar; Tertinggi.
(3) Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat

terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada
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Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah
Agqung. | |

(4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas
perbuatan Pengadilan yang lain menurﬁt ketentuan -yang
ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan diatas, - maka

‘pertanyaan yang timbul @ ialah, bagaimana cara Badan

Peradiian Pajak andaikata dibentuk nanti?.

Untuk memberikan jawaban sebagai jalan keluar terha-

dap permasalahan diatas, bilamana kita mendasarkan pada
ketentuan yuridis konstitusional dari peraturan perundang-
undangan yang ada pada dewasa ini, maka jelas Jjawabannya
adalah berat. Karena mau tidak mau klta harus mengadakan
perubahan terhadap undang-undang yang sekarang dijadikan
landasan kekuasaaﬁ Mahkamah Agung, yaitu UU No.14 tahun
1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman. Walaupun berat jalan ini mugkin saja

dilaksanakan, karena sifat UUD 1945 yang singkat dan supel

'menyerahkan pengaturannya kepada undang-undang. Dalam

sistem UUD 1945 kedudukan pembuat undang-undang memang

menempati posisi yang amat strategis. |
Namun bilamana jalan inilah yang kita ‘ambil, maka

pembuat Undang-undang akan dihadapkan pada tugas yang

cukup berat dan memakan waktu yang cukup lama, yang
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diperlukan dalam perencanaan, menginventarisasi segala

masukan, persiapan dan penyusunan draft rencana undang-

undang.

'Oleh Karena itu dicarikan jalan lain atau  jalan

pintas, yang meskipun dilihat dari sistem hukum kurang
memberikan kepuasan dan terkesan sebagal -upaya tambal
sulam, namun hal itu dapat saja dilakukan oleh pembuat
undang-undang.

Jalan ini 1lebih ditekankan pada segi-segi politik

hukum, yang mengarah pada kebijakan umum (public policy).

Kebijakan umum ini lebih menekankan pada efisiensi,

relevansi dan tujuan (doelmatigheid) daripada lebih meni-
tik beratkan ‘pada dasar vuridisnya {rechtmatigheid).
Sebagai contoh yang sudah ada saat ini adalah dalam

urusan sewa-menyewa yang menyangkut surat izin penempatan

rumah bilamana timbul sengketa, tidak diperiksa dan dipu-

tuskan oleh Pengadilan Negeri, tetapi diselesaikan oleh

Panitia Urusan Perumahan yang merupakan badan peradilan

semu. Putusan-putusan peradilan semu ini memang masih bisa

digugat pada Peradilan Perdata, tetapi dasar gugatannya
ialah sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah
(onrechtmatige overheidsdaad) menurut Pasal 1365 KUH
Perdata.

Jika dengan cara seperti tersebut di atas belum

wp
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tercapai, maka cara lain dapat kita temukan dalam Pasal 13

UU No.1i4 tahun 1970. Pada Pasal 13 UU No.l4 tahun 1970

jelas membuka kemungkinan adanya badan peradilan Jlain
diluar keempat badan yaﬁg dikena1‘selama ini.
Pasal 13 tersebut menentukan bahwa:

"Badan-badan peradilan khusus ‘disamping badan~badan

peradilan yang sudah'ada, hanya dapat diadakan dengan

Undang-undang™”.
Dari teks Pasal 13 itu sendiri, Jjelas menyebutkan
bahwa disamping badan-badan peradilan - yang sudah ada,

dapat dibentuk Badan Peradilan Kﬁusus, asalkan dengan

- Undang-undang. Kiranya,-siapapun- dapat dengan = mudah

mengerti bahwa badan-badan peradilan tersebut didalam
pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tidaklah limitatif sebanyak 4
(empat) buah saja, melainkan dapat lebih dari itu karena
adanya badan-badan Peradilan Khusus sesuail pasal 13 terse-
but, sepanjang dibentuk berdasarkan Undang-undang.
( Malimazr, 1995:14 ). |

Cara lain vyang memunékinkan adalah mengecﬁalikan
urusan pérpajakan dari kewenangan (kompetensi) Peradilan
Tata Usaha Negara (PTUN). Cara ini merupakan jalan pintas

dan tampaknya;memang tidak logis sebab Perpajakan merupa-

kan perbuatan pemerintahan, tindakan administrasi atau

Tata Usaha Negara. Jadi mestinya masuk kompetensi
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Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun demikian pembuat

undang-undang dapat saja mengatur lain.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (selaku Pejabat’

Tata Usaha Negara) dibidang perpajakaﬁ vang selama iﬂi,‘

ternyata tidak termasuk dalam keputusan Tata Usah Negara

sebagai dimaksud dalam undang-undang ©No.5 +tahun 1986

Tentang Peradilan tata Usaha Negara . Sehingga keputusan
Direktorat Jenderal Pajak tersebut seharusnya tidak dapat
digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya
tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah
sebagai berikut:

a. Keputusan Dirjen Péjaﬁ beruﬁa:
1) Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar.
~ 2) Surat KRetetapan Pajak Kurang Bayar tambahan
3) Surat Ketetapan Pajak lebih bayar
4) Surat Ketetapan Pajak Nihil.
Sesuai dengan pasal 25 Undang-undang No.9 tahun
1994 afas keputusan tersebut wajib pajak dapat

mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas Keberatan

Wajib pajak hanya dapat mengajukaﬁ gugatan atas Keputu-
san tersebut dengan mengajukan banding kepada Badan

. Peradilan Pajak yvang akan dibentuk, Permohonan

)|
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banding hanfa dapat diajukan Majelis Pertimbangan Péjak
{ Pasal 27 ayat (1) UU No.9 tahun 1994).

Putusan Banding dari Majelis Pertimbangan Pajak

Atas putusan banding Majelis Pertimbangan Pajak _tidak
dapat menggugat di Peradilan Tata Usaha Negafa;
karena berdasarkan pasal 27 ayat (2) dan ayat (4) UU
No.9 tahun 1994 putusan MPP bukan merupakaﬁ Keputusan
Tata Usaha Negara, disamping itu putusan tersebut
merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.

Pelaksanaan Surat Paksa; Sita dan Lelang

Eerdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang No.¢ tahun
1994, -'sanggahan/gugatan terﬁadap‘ pelaksanaan Surat
Paksa, Sita dan Lelaﬁg hanya dapat diajukan kepada
Badan Peradilan Pajak (BPP) dan sebelum BPP terbentuk,
dapat diajukan kepada ?engadilan negeri.{ Direktorét
Peratutan Pefﬁ&jaﬂan, 1995 : 3-4 ).

Sekalipun demikian, kiranya perlu dikaji dan

dipahami apa alasan-alasan yang dapat. membenarkan pgrlﬂnya

dibentuk Badan Peradilan Pajak (BPP),:dimana selama belum

terbentuk dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Pajak

(MPP) terpisah dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- Ada beberapa alasan yang dapat dikemukan:

(1).

Sidang MPP/BPP adalah sidang tertutup, sesuai dengan

tuntutan undang-undang perpajakan. (sebagaimana dike-




(2).

124

tahui, sidang PTUN adalah sidang terbuka). Hal ini

sesuai dengan ketentuan rahasia jabatan yang diatur

dalam pasal 34 UU No.9 tahun 1994 . Ketentuan -rahasia.

jabatan ini sangat ketat dan hanya diterobos atas
izin khusus dari Menteri Keuangan, kasus perkasus
berdasarkan permintaan Hakim sesuai dengan Hukum
Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-

tenaga hakim yang khusus mendalami undang-undang

perpajakan. Hal ini disebabkan karena hukum pajak itu
merupakan disiplin ilmu tersendiri, dan harus
dipelajari dan didalami secara serius dan terus-
menerus, - dihubungkan-dengan pekembangan dunia usaha
dan akuntansi, agar dapat memahami liku-likunya dalam
praktek. Perlu diketahui, bahwa éengketa perpajakan
itu mempunyai 2 (dua) aspek yakni aspek Jjuridis
fiskal dan aspek ekonomi/akuntansi.

Pengertian penghasilan dan biaya dalam perpajakan
dapat berbeda'dari pengertian penghasilan dan biaya
dalam kacamata dunia usaha/komersial. Laporan
keuangan (neraca dan daftar rugi/laba) biasanya
disusun berdasarkan ukuran-ukuran menurut kacamata
komersial, sehingga perlu disesuaikan dengan ukuran-

ukuran yang telah diatur dalam undang-undang
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perpajakén yahg bersangutan. Penyesuailan-penyesuaian
ini sering kali tidak mudah, oleh karena itu, untuk
bisa menangéni sengketa perpajakan tersebut
secara benar diperlukan tenaga-tenaga hakim khusus
mendalami undang-undang perpajakan dengan segala
peraturan pelaksanaannya.

Perlu ada kepastian hukum.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama ini,

sejak .diundangkannya Regeling Van het Bexoep in

Belastingzaken tahun 1927, ordonantie tersebut tidak'

membuka kemungkinan untuk adanya upaya hukum lanjutan
setelah putusan MPP, dan dipertegas lagi oleh UU No.9
Tahun 1994 vyang menyatakan bahwa putusan badan
peradilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat
tetap.

Dengan demikian sidang badan peradilan pajak ini

adalah sidang peradilan tingkat pertama dan sekaligus

‘tingkat akhir. Hal ini diatur demikian agar dapat

memberikan kepastian hukum secepatnya kepada waiib
pajak/pemohon banding maupun bagi fiskus dan untuk
pengamanan keuangan Negara dari Sumber perpajakan
sebagai pembiayaan pembangunan. Kalau UU No..14 tahun
1970 memberi instruksi harus adanya peradilan

sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)},
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maka untuk sidang sengketa perpajakan ini harus lebih

sederhana, lebih Fepat dan biaya lebih ringan.
Perlunya .segeral dibentuk Badan Peradilan Pajak

disamping untuk melaksanakan pasal 27 ayat (6) UU No.9

tahun 1994 juga karena pendapatan negara dari sektor

pajak sebagai dukungap pelaksanaan pembangunan nasional,
i —
dalam waktu sekarang dan yang akan datang diharapkan dapat

menggantikan penerimaan negara dari pinjaman luar negeri.:

Oleh karena itu, sengketa dalam bidang perpajakan diserah-

kan sepenuhnya pada suatu badan peradilan khusus, dalam

hal ini adalah Badan Peradilan Pajak yang akan dibentuk

|
dalam Undang-undang. %
|

Untuk dapat menjamin rasa keadilan ~dan kepastian
|

hukum dalam maéyaragat maka. badan peradilan yang akan

dibentuk hendaklah ﬂemenuhi kriteria materiil RAUpUn

kriteria formil. Kriteria materiil dilihat dari fungsi dan
tugasnya, yaitu memeriksa dan memutus sengketa perpajakan
dengan menetapkan haﬁ dan kewajiban para pihak yang ber-

sengketa (dalam hal iﬂi antara wajib pajak dengan fiskus).

Sedangkan kriteria formil dihubungkan - dengan struktur

l 5 .
- organisasi badan perédilan pajak vang ‘tidak ditempatkan

dibawah atau menjadi 5agian'dari Departemen Keuangan, akan

| |
tetapi mempunyai kedudukan sebagai badan peradilan khusus.
: |
|
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( Soehardjo Ss, 1995:6).

Badan peradilan khusus tersebut dapat dilihat

susunan majelis hakim yang bersifat kolegial, sebagian

terdiri atas hakim-hakim vang dituhjuk/diusﬁlkan oleh

Mahkamah Agung, sedangkan hakim-hakim yang lain dapat

diusulkan oleh organisasi para pengusaha sepérti Kamar

Dagang dan Industri (Kadin) dan dapat juga diusulkan dari

organisasi profesi yang mempunyai keahlian khusus dalam

bidang perpajakan.




BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yang Berkaitan dengan tata cara dan pelaksanaan Keberatan.

a.

Pengajuan keberatan dapat - diajukan kepada Direktur
Jenderal Pajak c.q Kantor Pelayanan Pajak (XKPP) vyang
telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tersebut.
Dengan demikian, Pengajuan Keberatan tersebut jika
dilihat dalam sistem peradilan d4di- Indaﬁesia belum

menCefminkan peradilan yéﬁg'éeéungguhnya sebab Direktur

Jenderal Pajak selaku tergugat juga memutuskan sendiri ,

keberatan yang diajukan kepadanya , hal ini merupakan
peradilan semu.

Dalam mengajukan permohonan’ keberatan, wajib pajak
sering kali kuréng lengkap melampirkan buktimbukti
untuk memperkuat alasan-alasan yang dicantumkan ‘dalam
surat pengajuan, sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
harus memberi tahu untuk mélengkapi bukti-bukti yang
diperlukan. |

Pemohon Keberatan, belum akan membayar pajak yang telah
ditetapkan dalam Surat ketetapan Pajaknya, selama belum

ada keputusan keberatan.

128
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. Jika dibandingkan, pengajuan keberatan pada tahun .1994

dan tahun 1995 maka, pada tahun 1995 mengalami
kenaikan. Hal ini terjadi karena : Banyaknya Wajib
Pajak yang kurang puas terhadap Surat Ketetapan Pajak
atau semakin tajamnya konflik antara Wajib Pajak dengan
Direktur Jenderal Paiak mengenai dasar pengenaan pajak
yvang menentukan- besar kecilnva pajak yang harus diba-
yar.

Seéafa Nasional, pada akhir tahun masih banyak terjadi
tunggakan perkara permohonan keberatan yang diajukan

kepada Direktur Jenderal Pajak.

2. Yang berkaitan dengaﬁ Permohonan Banding

a.

Jika wajib pajak belum puas atas putusan keberatan dari
Direktur Jenderal Pajak, maka pada tahap berikutnya
wajib pajak tersebut dapat mengajukan upaya' banding

vang diajukan kepada Majelis Pertimbangan pajak, dengan

 tenggang waktu paling lama 3 bpulan setelah adanya

. keputusan tersebut..

Dalam pengajuan Banding, tidak ada ketentuan mengenai
batas waktu sampai kapan suatu permchonan Banding itu
narus sudah diputus oleh Majelis Pertimbangan Pajak
hal ini berbeda dengan batas waktu keputusan tentang

keberatan vyang sudah pasti. Dengan demikian, pemohon
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banding dalam hal ini tidak dapat segera mendapatkan
kepastiaﬁ, apakah suatu permohonan itu diterima,
ditolak atau bahkan dibatalkan.

Masih banyak perkara yang belum diputuskan oleh"Majélis
Pertimbangan Pajak, hal ini menyebabkan kurang. adanya
kepastian tentang kapan suatu kasus yang ‘diajukan
kepada Majelis Pertimbangan Pajak akan diputus.

Jika dlbandlngkan banyak Wajib Pajak yang mengajukan
Bandlng pada tahun 1994 dengan tahun 1995, maka pada
tahun 1995 terjadl penurunan. Hal ini terjadl karena:
Wajib Pajak telah menerima putusan keberatan yang telah
diambil oleh Direktur Jenderal Pajak atau Semakin
sedikitnya konflik antara Wajlb Pajak dengan Direktur
Jenderal Pajak.

Khusus terhadap putusan banding, masih belum ada

persamaan pandangan, hal ini disebabkan menurut penje-

jasan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 dinyatakan

bahwa - putusan Banding merupakan putusan Tata Usaha

negara, sedangkan menurut Pasal 27 ayat (2) UU No. 9
+ahun 1994, putusan Banding bukan keputusan Tata Usaha

Negara.
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3. Yang berkaitan dengan Permasalahan Pembentukén Badan

Peradilan Pajak (BPP) di Indonesia.

e

gesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (6) UU No. . 9
tahun 1994 . akan diadakan Badan Peradilan Pajak (BPP)
untuk menyelesaikan sengketa perpajakan-di Indonesia.

Pembentukan Badan peradilan pajak tersebut menimbulkan
berbagai masalah yang cukup rumit, hal ini disebabkan
belum adanya kesamaan pandangan tentang Banding

perpajakan tersebut, apakah merupakan putusan' Tata

Usaha Negara atau bukan.

Perluﬁya segera dibentuk Badan Peradilan Pajak ini
disebabkan oleh karena penerimaan negara dari sektor
perpajakan sebagai dukungan pembangunan diharapkan
dapat menggantikan penerimaan negara dari migas dan
pinjaﬁan luar negeri, untuk itu sengketa dalam bidang
perpajakan harqs diserahkan kepada Badan. Peradilan

yang khusus menangani perpajakan.

_ Harus diakui bahwa pembentukan Badan Peradilan Pajak

tersebut akan ,menimbulkan_berbagai kendala, apakah

badan tersebut akan ditempatkan badan peradilan umum
sesuai dengan Pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 ataukah
akan dikelompokkan dalam badan peradilan khusus sesuai

dengan Pasal 13 UU No. 14 tahun 1970.
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B. Saran

1.

2.

3.

Menglngat cukup banyaknya Wajlb ‘Pajak yang mengajukan
keberatan dan banding yang belum begltu memahami tata cara
pengajuan keberatan dan_bandlng.maka diharapkan adanya
penyuluhan tentang tata cara kebaratan dan banding
tersebut.

Masih banyaknya :permohdnan. Banding yang‘ belum segera
diputus, untuk iﬁu perlﬁ adanya peraturan hukum tentang
batas waktu penyeléﬁaian banding Pada Majélis Pertimbangan
Pajak. -

Mengingat kedudukan Mejelis Pertimbangan Pajak sebagai

'pelaksanan banding pajak bersifat sementara (sebelum

terbentuknya badan peradilan _pajak) sebagaimana yvang
dimaksud dalam UU no.9 tahun 1994, maka eksistensi Majelis
Pertimbangan Pajak tetap dipértahankan sampai terbentuknya
undang—undang vang mengatur tentang Badan Peradilan pajak.
Pembentukan Badan Peradilan Pajak di Indonesia dapat
dilakukan ' dengan berbagai cara antara ~lain: menggunakan
Kebijaksaﬁaan publik (Public Policy); Menggunakan -keten—
tuan Pasal 13 UU No. 14 tahun 1970 ( Badan Peradilan
Khusus); dan dapat juga menggunakan cara mengesampingkan
urusan perpajakan dari kewenangan Peradilan Tata Usaha
Negara sehingga sengketa perpajakan dapat diselesaikan

tanﬁa Peradilan tata Usaha Negara.

e
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Jika Badan Peradilan Pajak dibentuk maka harus memenuhi
kriteria forﬁil yang . dihubungkéh dengén strukiur
organisasinya yang tidak ditempatkag dibawah atau menjadi
bagian dari satu Departemen Keuangan. Sedangkan kriteria
materiil dapat diliﬁat dari segi fupgsi dan tugasnya yakni
memeriksa dan memutus  sengketa - perpajakan ,dengan-
memberikan penetapan hak dan kewajiban masing-masing pihak
vang bersangkutan. | |

Badan Peradiian Pajak tersebut jika dilihat dari susunan

. hakimnya haruslah bersifat kolegial, yang sebagian hakim-

nya ditunjuk atau diusulkan oleh Mahkamah Agung dan
sebagian lainnya dapat diusulkan oleh organisasi pengusaha
ataupun organisasi profesi yang mempunyai keahlian dalam

bidang. perpajakan.




. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chidir, Hukum Pajak Elementex. Bandung. PT Eresco, 1993.

Anderson W.H, Taxion and the American Economy. New York,
Printice Hall, 1651.

Anggoro, Rindang Tri. Teori dan Penuntun Pajak Penghasilan.
Yogyakarta. Bigraf Publising, 1994. o S '

Basah, Syahran. Exsistensi dan Tolak ukur Badan Peradilan
Administrasi Negara . Di Indonesia. Bandung. Alumni,
1995. : - ' o

Bohari. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta. Rajawali Pres, 1993.

Brotodiharjo, Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak Bandung.
: PT Eresco, 1989. : .

Faisal, Sanapiah. Penelitian Kuzlitatif, Dasar-dasar Aglika—
'si. Malang. Yayasan Asah asuh, 1990 . :

Fuad ,Ibrahim, Pajak di Tinjau dari Hukum Islam. Jakarta.
Yayasan Bina Pembangunan, 1991.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di
Indonesia. Surabaya. PT Bina Ilmu, 1993.

Irianto, Agus dkk, Undang-undang KUP 1994 Catatan dan latar
belakang, Jakarta Bina Rena Pariwara., 1995.

~=—==~-,Undang-undang PPh 1994 Catatan dan latar Belakang,
Jakarta. Bina Rena Pariwara, 1995. :

, Undang-undang PPN dan PEn. BM 1994 catatan dan Latar

Belakang. Jakarta. Bina Rena Pariwara, 1995.

'Malimar , Peradilan Pajak Di Indonesia, Semarang. Fak Hukum
UNDIP, 1995. |

Mansuri, ‘Konsep utama Pajak Penghasilan Indonesia, . Jakarta.
Bina Rena Pariwara , 1995.

Mardiasmo. Perpajakan. ?ogyakarta. Andi Ofset, 1992.

Miller, Delbert. C, Handbook of Research Design and Social

Measurement. New York. Longman, 1983.

Moleondg, Lexi.J, Metode Pénelitian Kualitatif.Bandung.
Remaja Rosdakarya, 1994.

134



135

Muhajir, Nunung, Metode  Penelitian Kualitatif.
Yogyakarta.Rake 'sarasin , 1993, '

Munawir. Perpaijakan. Yogyakarta. Liberty, 1992.

Novianto, Rizki Suryo. Pelaksanaan Keberatan dan Banding
terhadap Pajak Pertamabahan Nilai serta Permasalahan-
nya Di KPP jakarta Cengkareng Fak Hukum UNS, 1996.

Siagian, Sondang.P.Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan,
Jakarta. Haji Mas Agung, 1988.

Soehardjo, Ss, Masalah Peradilan Pajak - Di- Indonesia
Hubungannvya dengan PTUN, Semarang,Fak ‘"Hukum UNDIPF,
1995.

Soekanto, Socerjono. Pengantar penelitian Hukum. Jakarta. UI
Pers, 1984.

——————— , dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Sin kat,'Jakarta. Rajawali Pers, 1985.

Soemardjono,Maria SW. Pedoman Pembuatan Usulan penelitian,
Yogyakarta 1984 :

Soeﬁitro,Rocmat. Masalah Peradilan Admlnlstra31 Neqara dalam
‘ Hukum Pajak,. Bandung. PT Eresco. 1976.

——————— , Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, Bandung. PT Eresco,
1991.
——————— , Pajak Penghasilan , Bandung. PT Eresco, 1991%.

------- , Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung. PT Eresco.
1993

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan
jurimetri, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1988.

Subroto, Thomas, Darajat Harahap, Tanva Jawab Perpajakan,
Semarang. Daraha Prize, 1988.

Sutopo, HB. Metode Penelitian Kwalitatif, Surakarta, Fak
’ Sastra, 1991. : .

Wiwoho.B. Dkk, Zakat dan Paiak, Jakarta. Yayasan Bina
Pembangunan, 1991,

Buku Pedoman Paijak Penghasilan. Jakarta. Bina Rena Pariwara,
1994.




136

Petunjuk Praktis Penanganan Perkara Gugatan Terhadap Ditijien

Pajak di Pengadilan. Jakarta. Direktorat Peraturan
Perpajakan, 1995. : ‘ :

Undang-undang No. 9, 10, 11 dan 12 tahun 1994, Jakarta BPT
Elex Media Komputindo, 1995. ' : :

Peraturan Pelaksana Perpajakan 1995, Jakarta. Elex Media
Komputindo, 1995. ' B

Petunjuk Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran . Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan 26 tahun 1995, Jakarta. Elex
.Media Komputindo, 1995.




Kanwil

Kanwil

‘Kanwil

LAMPIRAN-LAMPIRAN

T (Sumatéra Bagian Utara) terdiri dari:

KPP Banda Aceh, KPP Lhok Seumawe, KPP, Meulaboh,
KPP Medan barat, KPP Medan wutara, KPP Tebing
tinggi, KPP Kisaran, KPP Rantau Prapat, KPP
Pematang siantar, KPP Padang Siaempuan.

II (Sumatera Bagian Tengah) terdiri dari:

KPP Bukit Tinggi, KPP Padang, KPP Pekaﬁbaru, KPP
Dumai, KPP'Rengét, KPP Tanjung Pinang; KPP Batam,
KPP Jambi, KPP Muara Bungo.

III.(Sumatera Bagian Selatan) terdiri dari:

KPP Palembang, KPP Lubuk Linggau, KPP Palembang

Batu Raja, KPP Pangkal Pinang, KPP Tanjung Pandan,

Kanwil

Kanwil

KPP Bengkulu, KPP Metro, KPP Bandar Lampung.

IV (Jakarta Raya Paripurna I) terdiri dari:

KPP Jakarta Selatan Satu, KPP Jakarta Selatan Dua,
KPP Jakarta Selatan Tiga, KP?‘ Jakarta Sela£an
Empat, KPP Jakarta Timur Satd, KPP Jakarta Timur
dua, KPP Jakarta Pusat Empat, KPP Jakarta Pusat
lima, KPP Jakarta Pusat Enan.

V (Jakarta Raya Paripurna I1) terdiri dari :

KPP Jakarta Barat Satu, ﬁPP Jakékta Barat Dua, KPP

Jakarta Barat Tiga, KPP Jakarta Barat Empat,




KPP Jakarta Pusat Satu, KPP Jakarta Pusalt Dua, KPP

Jakarta Pusat Tiga, KPP jakarta.Utafa Satu, KPP

Jakarta Utara Dua.

Kanwil VI (Jakarta Raya Khusus) terdiri dari:

KPP. PM&DN, KPP.PMA, KPP Badora

Kanwil VII (Jawa Barat) terdiri dari:

KPP Serang, KPP Tangerang, -KPP Cibinong, KPP
Bogor, KPP Sukabumi, KPP Cianjur, KPP Bekasi, KPP
Karawang, KPP Purwakarta, KPP Cimahi, KfP Bandung
Barat, KPP Bandung Tengah, KPP .Bandung Timur, KPP

Tasikmalaya, KPP Cirebon.

Kanwil VIII'(Jawa'Tengah dan DIY) terdiri dari:

Kanwil

KPP Tegal, KPP Pekalongan, KPP Semarang barat, KPP
Semarang timurl KPP Salatiga, KPP Kudus, KPP Pati,
KPP Kudus, KPP Purwokerto, KPP Cilacap, KPP
Kebumen, KPP Magelang, KPP Klaten, KPP Surakarta.

IX (Jawa TIMUR) Terdiri dari:

" KPP Bojonegoro, KPP Surabaya Barat, KPP ' Surabaya

Kanwil

Timur, KPP Surabaya Selatan, KPP Pamekasan, ' KPP
Madiun, KPP Kediri, KPP Mojokerto, KPP Sidoarjo,
KPP Malang, KPP Pasuruan,KPP Probolinggo, KPP
Jember, KPf Banyuwangi.

X (Kalbar & Kalteng) terdiri dari :

KPP Pontianak, KPP Singkawang, KPP Palangkaraya,

KPP Sampit.
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Kanwil
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Kanwil

Kanwil

XI ( Kaltim & Kalsel) ﬁerdiri dari:

KPP Balikpapan, KPP'Samarinda, KPP Tarakan, XPP
Banjarmasin.

XII ( Sulsel dan Sulawesi. Tenggara) terdiri dari:
KPP Ujung pandang, KPP Pare-Pare, KPP Palopo, KPP
Kendari.

XIII ( Sulut dan Sulawesi Tengah) terdiri dari:.
KPP Manado, KPP Gorontalo, KPP Palu, KPP Luwuk.
XIV (Bali NTB, NTT dan Timor timur) terdiri dari:
KPP Denpasar, KPP Singaraja, KPP Mataram, KPP Raba
Bima, KPP Maumere, KPP Kupang, KPP Dili.

XV (Maluku dan Irian jaya) terdiri dari:

KPP Ambon, KPP Ternate, KPP SOrorig, KPP Jaya pura.




